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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tingkat employability lulusan SMK 4 tahun dengan 
menggunakan SMK 3 tahun sebagai base line data. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi 
dengan menggunakan model CIPPO (context, input, process, product, and outcomes). Sampel penelitian 
terdiri atas delapan SMK 4 tahun dan delapan SMK 3 tahun yang setara dan tersebar di beberapa 
provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Sulawesi Selatan. Subjek penelitian 
sebanyak 544 orang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, 
koordinator BKK, koordinator guru BK, koordinator tim penjaminan mutu, guru, siswa, alumni, 
perwakilan DU/DI, dan komite sekolah. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kuantitatif dengan mengunakan statistik 
deskriptif. Hasil perbandingan menunjukkan: (1) Kurikulum SMK 4 tahun dan 3 tahun 
menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan DU/DI; (2) 
Kompetensi lulusan SMK 4 tahun seluruhnya berkategori  sangat baik, sedangkan SMK 3 tahun 
64% sangat baik dan 36% baik; (3) Dalam pandangan DU/DI, lulusan SMK 4 tahun unggul dalam 
aspek disiplin, keuletan, kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, 
kreativitas, dan kepemimpinan dibanding lulusan SMK 3 tahun; (4) Kompetensi guru SMK 4 tahun 
memiliki keunggulan dalam membimbing siswa, menghasilkan bahan ajar, mengembangkan bengkel, 
dan membangun kerjasama dengan DU/DI dibandingkan SMK 3 tahun; (5) Pada dasarnya sarana 
dan prasarana SMK 4 tahun dan SMK 3 tahun memiliki kemiripan kondisi; (6) Dalam hal 
pembiayaan SMK 4 tahun lebih mampu melibatkan alumni dibanding SMK 3 tahun; (7) Kecepatan 
mendapat pekerjaan, jumlah lulusan yang bekerja, dan penghasilan lulusan SMK 4 tahun lebih baik 
dari pada lulusan SMK 3 tahun; dan (8) Kepuasan kerja lulusan SMK 4 tahun lebih baik daripada 
lulusan SMK 3 tahun. 
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A. Latar Belakang  
Produk lembaga pendidikan adalah sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya selebihnya, 
yang ada secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu 
lembaga pendidikan harus selalu melakukan pembaharuan agar produk yang 
dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Persaingan bebas dalam pasar terbuka di wilayah negara-negara ASEAN 
(Association of South East Asian Nations) telah dimulai satu dasawarsa sejak 
diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) pada 2003 dan pada tahun 2015 
ini memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dunia usaha dan dunia 
industri (DU/DI) harus melakukan berbagai inovasi di segala bidang agar dapat 
menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, dan dapat bersaing 
secara global. Untuk dapat melakukan fungsinya yaitu menghasilkan produk yang 
berkualitas dengan harga terjangkau, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai 
kemampuan inovatif dan kreatif. Hal ini mencakup tantangan terhadap sekolah 
kejuruan yang harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 
yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. 
Banyak pihak menghawatirkan ketidaksiapan Indonesia dalam 
menghadapi MEA. Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan 
yang berbasis produksi serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan 
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tenaga kerja terampil akan bergerak bebas. Sementara itu daya saing bangsa yang 
dinilai tidak cukup terutama karena SDM yang tidak cukup kompetitif dibanding 
negara-negara lain di ASEAN. Dengan kondisi semacam ini pertumbuhan 
ekonomi, peluang kerja yang terjadi pada persaingan bebas menjadi pegangan di 
negara sendiri termasuk tenaga asing yang bekerja di Indonesia dan tenaga kerja 
Indonesia yang bekerja di luar negeri.Isu tentang kependudukan belum cukup 
banyak dibahas sebagai bagian penting dalam persiapan menghapi MEA termasuk 
menjamin kesinambungan daya saing Indonesia. 
Dilihat dari kependudukan, ketenagaan dan sumber daya manusia, 
tantangan dalam menghadapi liberalisasi perdagangan termasuk Masyarakat 
Ekonomi ASEAN menurut Armida S. Alisjahbana (2014) adalah: “(1) menjaga 
momentum demografi,(2) meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan 
(3)meningkatkan produktifitas tenaga kerja”. Secara rinci pernyataan Armida S. 
Alisjahbana (2014) dapat diuraikan sebagai beikut: 
1. Menjaga momentum demografi. 
Momentum bonus demografi ini dapat dijaga dengan menurunkan 
fertilitas sampai angka ideal yaitu TFR (Total Fertility Rate)= 2,1. Pengalaman 
sepuluh tahun terakhir menunjukkan,bahwa menurunkan TFR bukan hal yang 
mudah. Penurunan fertilitas dapat dilakukan melalui penguatan pogram 
keluarga berencana. Peningkatan angka program keluarga berencana tidak saja 
penting untuk menjaga momentum demografi, tetapi juga untuk pengendalian 
jumlah penduduk dan peningkatan status kesehatan perempuan.Isu tentang 
fertilitas perempuan muda (adolescent fertility), perlu mendapat perhatian 
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besar. Jumlah kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun di Indonesia 
pada tahun 2011 masih sekitar 49.  
Di lingkungan ASEAN, angka ini hanya lebih rendah dari Laos (67,0) 
dan Timor Leste (54,9). Hal ini tentunya terjadi karena masih cukup tingginya 
angka perkawinan muda di Indonesia. Data tahun 2012 menunjukkan sekitar 
11,8 persen perempuan usia 15-19 tahun yang sudah menikah.Penanganan 
fertilitas perempuan usia muda tidak hanya besar peranannya untuk 
menurunkan angka fertilitas total, tetapi juga sekaligus menurunkan angka 
kematian perempuan usia 15-19 tahun serta menurunkan angka kematian bayi. 
Sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian, kemungkinan perempuan 
usia kurang dari 20 tahun yang meninggal karena kehamilan dan 
persalinanadalah 2- 5 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita dewasa. Di 
Nigeria,bahkan, perempuan usia 15 tahun mempunyai angka kematian ibu 7 
kali lebihbesar dibanding perempuan usia 20-24 tahun. In Indonesia, dari hasil 
penelitianyang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan dan United Nations 
Population Fund (UNFP) diketahui bahwa kematian akibat hipertensi dalam 
kehamilan (HDK) pada ibu usia kurang dari 20 tahun mencapai 38,6%, lebih 
besar dibandingkan ibu usia 20-35 tahun (29,5%): 1) kematian ibu melahirkan 
pada usia kurang dari 20 tahunumumnya terjadi karena preeklamsia, 2) bayi 
dari ibu usia remaja memiliki resiko kematian di bulan pertama kehidupan 50-
100 persen lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir dari wanita 
dewasa. Oleh karena itu upaya penurunan angka fertilitas penduduk usia 15-19 
tahun menjadi sangat relevan untuk diupayakan. Satu aspek kependudukan lain 
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yang sering luput dari perhatian, tetapi semakin penting dalam menghadapi 
kemudahan arus tenaga kerja adalah migrasi,terutama migrasi internasional.  
Di banyak negara, terutama dengan tingkat fertilitas yang rendah, peran 
migrasi sangat penting. Negara- negara Eropa, Australia dan beberapa negara 
maju di Asia menjadikan migrasi sebagai salah strategi dalam menjaga 
pertumbuhan ekonomi. Sehingga tidak mengherankan jika para demografer 
menyebut migrasi disebut sebagai the next force ofdemography. Dengan 
melihat geo-politik kependudukan regional dan global kedepan, sudah saatnya 
kita menjadikan migrasi on board dalam strategi pembangunan ke depan. 
2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja 
Dalam sejarah ekonomi dunia, bonus demografi ikut mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang maju seperti yang dalami oleh Asian Tiger (Korea 
Selatan, Singapura, Taiwan) dan Negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan 
China). Tetapi dividend ini akan diperoleh jika partisipasi tenaga kerja tinggi 
dan produktifitas tenaga kerja juga tinggi. Oleh karena itu peningkatan 
partisipasi tenaga kerja atau menurunkan tingkat pengangguran harus terus 
diupayakan. Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Iklim 
ketenagakerjaan perlu didorong untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang 
fleksibel dan efisien serta kemudahan investasi. Peningkatan partisipasi 
perempuan dalam ketenagakerjaan perlu mendapat penekanan. Mengapa? 
Partisipasi kerja perempuan mempunyai potensi yang sangat besar untuk 
meningkatkan leverage bagi perekonomian nasional. Angka partisipasi 
angkatan kerja perempuan Indonesia baru mencapai 50,3% pada tahun 2012. 
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Angka ini tidak beranjak jauh dari kondisi tahun 1990. Dari 49,7% penduduk 
perempuan usia 15 tahun keatas yang tidak aktif secara ekonomi,8,3% sedang 
sekolah, 37,8% mengurus rumah tangga, dan 3,7% melakukan kegiatan 
lainnya. Kontribusi perempuan Indonesia juga lebih besar pada sektor-sektor 
dengan nilai tambah secara ekonomi relatif rendah. Hal ini antara lain terlihat 
dari kontribusi perempuan Indonesia dalam pekerjaan upahan di sektor non 
pertanian yang hanya sekitar 33,0%, sementara Singapore dan Thailand sudah 
mencapai 45,4%, Filipina mencapai 41,8%, dan Malaysia mencapai 39,3%. 
Oleh karena itu kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi 
angkatan kerja perempuan khususnya pada bidang yang membutuhkan 
keterampilan lebih tinggi. Jika partisipasi angkatan kerja perempuan tidak 
bergerak, bonus demografi yang diharapkan dapat kita tangkap menjadi tidak 
optimal. Oleh karena itu, sistem ketenagakerjaan di Indonesia perlu 
memberikan ruang gerak pada perempuan untuk bisa aktif secara ekonomi 
sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju. Sebagai contoh, 
memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk bekerja paruh waktu 
atau bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel (yang biasa disebut flexi-time 
atau flextime policy), memberikan cuti melahirkan yang lebih memadai dan 
kemudahan untuk bekerja kembali setelah melahirkan. Partisipasi perempuan 
dalam lapangan kerja tidak saja meningkatkan perekonomian negara, tetapi 
merupakan elemen yang penting untuk menjaga pertumbuhan penduduk karena 
momentum bonus demografi berawal dari penurunan tingkat fertilitas.  
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Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berbanding 
terbalik dengan tingkat fertilitas. Pada umumnya meningkatnya tingkat 
pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan mendorong penurunan 
tingkat fertilitas. Dengan adanya hubungan mutualisme antara pendidikan 
dengan tingkat fertilitas, maka peningkatan taraf pendidikan perempuan 
menjadi bagian integral dalam upaya penurunan angka fertilitas. 
3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.  
Dalam menghadapi persaingan baik dalam skala regional maupun 
internasional, kuantitas penduduk usia produktif yang besar saja tidak cukup. 
Perlu adanya laverage, yaitu meningkatan daya saing penduduk usia produktif 
tadi sebagai sebuah competitive advantage. Faktor produktifitas, dengan 
demikian menjadi sangat penting. Produktifitas sangat dipengaruhi kemampuan 
individu dan dukungan lingkungan kerja yang salah satunya bermuara pada 
tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Masyarakat 
Ekonomi ASEAN yang akan diluncurkan pada tahun 2015 akan membuka 
peluang bagi pekerja terampil untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN 
lainnya. Apakah tenaga kerja Indonesia sudah cukup berkualitas? Jika dilihat 
dari taraf pendidikan penduduk Indonesia dengan rata-rata lama sekolah 
penduduk usia 25 tahun keatas (bukan 15 tahun keatas) pada tahun 2010 yang 
hanya 5,8 tahun, nampaknya Indonesia belum cukup siap bersaing. Singapore, 
Malaysia, Philipina, Brunei, dan Thailand, yang memiliki rata-rata lama 
sekolah penduduk usia 25 tahun keatas berturut-turut sebesar10,1 tahun, 9,5 
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tahun, 8,9 tahun, 8,6, dan 6,6 tahun jelas memiliki tenaga kerja yang lebih 
berkualitas. 
Pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal dan penguatan 
pendidikan tinggi tentunya akan cukup berperan untuk menyediaan tenaga 
terampil yang lebih banyak, tetapi jaminan kualitas dan relevansi menjadi bagian 
yang harus dilaksanakan sejalan dengan peningkatan aksesnya. Kita tidak hanya 
ingin sekedar meningkatkan jumlah lulusan tetapi yang lebih penting adalah 
lulusan yang berkualitas. Berbagai standar kompetensi keterampilan dan 
kualifikasi kerja yang diamanatkan dalam road map Masyarakat Ekonomi 
ASEAN perlu segera diselesaikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang sudah ada. Upaya 
nyata peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pre-service maupun 
in-service training termasuk pendidikan non-formal, termasuk berbagai pelatihan 
oleh dunia usaha sangat penting untuk ditingkatkan. Berbagai survey di tanah air 
menunjukkan bahwa dunia usaha di Indonesia sangat kurang dalam menyediakan 
pelatihan untuk karyawannya. Secara rata-rata hanya 5 % karyawan yang 
menyebutkan mendapatkan pelatihan. Angka ini jauh dibawah yang diterima oleh 
tenaga kerja dari negara lain. Di Indonesia, hanya sektor finansial dan jasa publik 
yang cukup banyak melakukan pelatihan (17%), yang umumnya juga 
diperuntukkan karyawan lulusan perguruan tinggi. Pelatihan tenaga kerja di 
lingkungan usaha kecil dan menengah sangat kurang, yaitu hanya sekitar 2% 
untuk usaha kecil dengan 1-19 karyawan dan 13% untuk usaha menengah dengan 
20-99 karyawan. Kesuksesan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat 
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EkonomiASEAN jelas tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi harus 
didukung oleh pihak swasta. 
Menurut penelitian Masriam Bukit yang dimuat dalam Dedi Supriadi 
(2002: 527-542) tentang permasalahan yang dihadapi SMK dalam 
mengimplementasikan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), antara lain menemukan: 
(a) kesiapan guru untuk melaksanakan inovasi masih kurang, (b) kesiapan kepala 
sekolah kurang memberikan dukungan kepada guru dalam melaksanakan PSG, (c) 
kesiapan faktor penunjang praktik di SMK belum memadai, (d) iklim belajar di 
sekolah menjadi kendala dalam pemberian bekal kemampuan dasar kejuruan 
kepada siswa, (e) kesiapan siswa melaksanakan PSG belum produktif, (f) 
kesiapan manajemen perusahaan belum menjamin kesinambungan penerapan 
PSG, (g) belum ada keterkaitan pembelajaran di sekolah dan di industri, (h) 
kesiapan majelis sekolah sebagai organisasi penunjang PSG belum berperan 
menjadi wahana pengait antara pembelajaran di sekolah dengan pelatihan di 
industri, (i) sekolah belum menerapkan standar kompetensi industri yang mengacu 
pada pekerjaan yang tersedia di lini produksi. 
Akhir tahun 2015 ASEAN Economie Community (AEC) mulai 
diberlakukan, secara otomatis akan  terjadi liberalisasi di semua bidang. Salah 
satunya adalah bidang jasa yang menyangkut penempatan sumber daya manusia, 
karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu keunggulan dalam 
persaingan nasional dan global (Habibie,2013). Salah satu usaha untuk 
meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan adalah mengembangkan sekolah 
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kejuruan, karena tenaga kerja yang banyak dibutuhkan adalah setingkat teknisi 
lulusan sekolah kejuruan. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional mengamanahkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 
yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. 
Wardiman Djojonegoro (1998:36) mendeskripsikan pendapat Rupert Evans 
bahwa: Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang bertujuan untuk: (1) 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, (2) meningkatkan pilihan 
pendidikan bagi setiap individu, dan (3) menumbuhkan motivasi untuk belajar 
sepanjang hayat. Pernyataan Ruprt Evans tersebut dapat dinyatakan bahwa 
pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja di bidang tertentu, yaitu 
yang lulusannya  dibutuhkan oleh dunia kerja dan/atau dunia industri. Oleh karena 
itu pendidikan kejuruan harus selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
masyarakat khususnya kebutuhan industri. Untuk mencapai tujuan pendidikan 
kejuruan, penyelenggaraan pendidikan kejuruan barus menjalin kerja sama dengan 
dunia industri dan dunia usaha sebagai penggunalulusan SMK. Pendidikan 
kejuruan harus didesain agar para lulusan memiliki ketrampilan, kemampuan, 
pengetahuan, sikap, dan kebiasaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia 
kerja. 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan tingkat 
menengah yang bertujuan menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, 
ketrampilan, akhlak dan sikap yang berstandar nasional dan global perlu terus 
ditingkatkan dan dikembangkan. Pengembangan sekolah menjadi tanggungjawab 
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bersama antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan,masyarakat sebagai 
sasaran pendidikan, industri sebagai pemakai tenaga kerja lulusan SMK, dan 
Direktorat Pengembangan SMK sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi 
sebagai pembina dan penentu kebijakan. 
Pada tahun 1970 dalam Program Pembangunan Lima Tahun ke satu 
(PELITA I), pemerintah mendirikan suatu lembaga sekolah teknik tingkat 
menengah melalui sebuah proyek yang diberi nama "Proyek Perintis Sekolah 
Teknologi Menengah Pembangunan" dengan masa studi lebih lama dibanding 
standar SMA atau SMK lainya. Lama pendidikan di lembaga ini 4 tahun. 
Lembaga itu dikenal dengan nama Perintis STM Pembangunan. Jumlah sekolah 
yang didirikan ada 8 STM Pembangunan yang merupakan cikal bakal seluruh 
SMK Pembangunan di Indonesia. Setelah dibangun 8 STM perintis pembangunan  
tersebut lalu pada tahun 1974 selesai dibangun 4 sekolah menengah dengan nama 
STM Pembangunan Pertanian. Sehingga pada tahun 1976 sudah beroperasi 
sebanyak 12 STM Pembangunan 4 tahun. 
Misi didirikannya Proyek Perintis STM Negeri Pembangunan adalah: (1) 
merintis pembaharuan sistem pendidikan teknik tingkat menengah. Dalam 
melaksanakan  misinya, proyek perintis STM Pembangunan melalui Direktorat 
Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) melakukan penyempuranaan 
kurikulum, perbaikan sistem pembelajaran dan asesmen pembelajaran, 
peningkatan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana,bimbingan 
karir,dan menjalin hubungan dengan industri/perusahaan,(2) meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi. Makna efisiensi pendidikan diartikan agar penggunaan 
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sumber daya manusia dan sumber dana baik fisik maupun non fisik dioperasikan 
seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efektivitas 
pendidikan diartikan agar segala peralatan, sarana dan prasarana yang tersedia 
dapat dioperasikan dengan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik, bila 
ditinjau dari waktu dan biaya yang diperlukan. Relevansi pendidikan diartikan 
bahwa proyek perintis STM Pembangunan harus dapat menghasilkan lulusan 
yang memiliki mutu yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang ada di 
Indonesia. 
Tujuan Proyek Perintis STM Negeri Pembangunan adalah menyiapkan 
teknisi industri, yaitu tenaga kejuruan teknik tingkat menengah yang memiliki 
kriteria: berjiwa perintis, memiliki kemampuan bekerja dan senang dengan 
pekerjaannya, dapat mengolah dan melaksanakan hasil pemikiran para ahli teknik 
tingkat di atasnya, dan mampu memimpin dan membimbing para pelaksana teknik 
di bawahnya. Teknisi industri yang dihasilkan oleh STM Negeri pembangunan ini 
diharapkan mampu menjembatani dan menjadi penghubung antara insinyur dari 
perguruan tinggi dengan pelaksana di lapangan. Saat itu Politeknik belum 
didirikan di Indonesia. 
Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan STM Negeri 
Pembangunan, berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah, masing-masing 
STM Negeri Pembangunan diharapkan mampu mengembangkan  potensi  yang 
ada di sekolah dan di sekitar sekolahnya. Untuk mendukung program STM Negeri 
Pembangunan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melakukan 
penyempurnaan kurikulum, perbaikan sistem pembelajaran dan penilaian, 
12 
 
peningkatan jumlah dan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana, dan 
menjalin hubungan kerja sama dengan DUDI. 
Kurikulum sekolah kejuruan mengacu pada prinsip kurikulum berbasis 
kompetensi, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, namun 
belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu buktinya adalah bahwa lulusan sekolah 
kejuruan belum memiliki kompetensi memadai, menciptakan pengangguran, 
sementara kesempatan kerja banyak yang masih kosong (Dedi Supriadi 2002: 
612). Data penganggur terbuka yang berasal dari berita resmi Badan Pusat 
Statistik pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penganggur terbuka yang 
berasal dari SLTA Kejuruan cukup tinggi, yaitu 2,179 juta orang atau 15,15 % 
pada bulan Agustus 2014. Jika kondisi ini tidak segera diatasi akan dapat 
menyebabkan keprihatinan yang serius, karena dari tahun ke tahun jumlah 
kecenderungan pengangguran terbuka semakin meningkat.  
Dalam waktu yang bersamaan terdapat juga lulusan STM/SMK 3 tahun 
yang juga bersaing untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri. Perbedaan 
masa belajar dan pengalaman, memungkinkan kedua program SMK tersebut 
untuk memiliki kualitas lulusan yang berbeda pula. Perbedaan kualitas lulusan ber 
dampak terhadap kesempatan kerja, kinerja lulusan, dan pengakuan DUDI 
terhadap lulusan, oleh karena itu perlu dilakukan studi lanjut tentang dampak dari 
perbedaan masa belajar pada SMK program 4 tahun dan 3 tahun untuk 
mengetahui efektifitas kebijakan program SMK 4 tahun jika dibandingkan dengan 
program SMK 3 tahun. Tabel 1 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka 
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penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan 
dari tahun 2011– 2014. 
 
















  1,297,271    1,113,794   1,012,552   1,000,124  6.95 
3 SD   2,533,615    2,870,730   2,769,428   2,604,474  18.10 
4 SLTP   3,973,496    3,451,446   3,511,072   3,260,041  22.65 
5 SLTA Umum   4,762,192    3,911,452   3,800,459   3,856,295  26.79 




  745,825    458,413     382,373     388,775  2.70 
8 Universitas   1,178,658    999,042     859,227     893,441  6.21 
  Total   7,061,274   15,102,697   14,651,828    4,391,974  100 
Sumber: Data BPS 2011-2014 
 
Untuk mengetahui keberhasilan program perlu dilakukan evaluasi 
terhadap kompetensi lulusan dan kinerja SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun, 
sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian program yang sedang berjalan, yang 
selanjutnya digunakan untuk menyusun program dengan prinsip evaluasi yang 
berkelanjutan. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dan observasi yang 
dilakukan di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya adalah: 
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1. Tingkat pencapaian kompetensi lulusan SMK 4 tahun (STM Pembangunan) 
belum sesuai dengan misinya, hal ini disebabkan karena: SMK 4 tahun belum 
melakukan penyempuranaan kurikulum, perbaikan sistem pembelajaran dan 
asesmen pembelajaran, peningkatan kompetensi guru,pemenuhan sarana dan 
prasarana,bimbingan karir,dan menjalin hubungan dengan 
industri/perusahaan secara baik. 
2. Kinerja lulusan SMK 4 tahun belum menunjukkan perbedaan jika 
dibandingkan dengan kinerja lulusan SMK 3 tahun. 
3. Belum nampak perbedaan yang mendasar antara program SMK 3 tahun dan 
SMK 4 tahun, yang meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan 
sistem pembelajaran dan penilaian, kompetensi guru, sarana dan prasarana, 
dan biaya. 
4. Kinerja SMK 4 tahun belum menunjukkan dampak yang memuaskan 
terhadap kesempatan kerja, kinerja lulusan, dan pengakuan DUDI terhadap 
lulusan. 
 
C. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada hasil dan dampak SMK Negeri 4 tahun dan 
SMK Negeri 3 tahun terhadap kompetensi lulusan dan kinerja sekolah ditinjau 
dari context, input, process,output danoutcome pendidikan. Lebih jelasnya 
komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut.   
1. Context adalah landasan hukum dan kebijakan, kondisi geografis, sosial, dan 
ekonomi masyarakat, tantangan masa depan, aspirasi pendidikan, daya dukung 
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swasta, masyarakat, dan pemerintah. Konteks merupakan eksternalitas sekolah 
berupa permintaan dan dukungan, diartikan sebagai kebutuhan yang 
berpengaruh pada input sekolah. 
2. Input pendidikan meliputi: (a) kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu, (b) 
ketersediaan sumber daya, (c) kompetensi dan dedikasi staf, (d)  harapan 
prestasi yang tinggi, (e) fokus pada pelanggan (khususnya peserta didik), (f) 
input manajemen. 
3. Process pendidikan dilihat pada: (a) efektivitas proses belajar yang tinggi, (b) 
sistem penilaian yang berkualitas dan mendapat pengakuan, (c) kepemimpinan 
sekolah yang kuat, (d) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (e) 
budaya mutu sekolah, dan lingkungan, (f) kekompakan dan kecerdasan, (g) 
kewenangan (kemandirian) sekolah, (h) partisipasi warga sekolah dan 
masyarakat, (i) keterbukaan (transparansi) manajemen, (j) kemauan untuk 
berubah (psikologis dan pisik), (k) evaluasi dan perbaikan secara 
berkelanjutan (l) responsif dan antisipatif terhadapkebutuhan, (m) 
komunikasi,(n) akuntabilitas, (o) dan sustainabilitas. 
4. Output pendidikan yang diharapkan adalah kinerja sekolah atau prestasi 
sekolah yangdihasilkan dari proses pendidikan yang diukur dari kualitasnya, 
efektivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan 
moral kerjanya. Output yang dimaksud ada dua yaitu prestasi akademik 
(NEM, lomba karya ilmiah, cara berpikir), dan non akademik (keingintahuan 
yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang 
yang tinggi, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi 
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olahraga, kesenian, dan kepramukaan), dengan hubungan sosial dan personal 
yang baik. Output berkualitas jika prestasi sekolah (efektivitas, produktivitas, 
efisiensi, inovasi, kualitas dan moral kerja),dan prestasi siswa (akademik dan 
non akademik) meningkat dan berkualitas.  
5. Outcomes adalah suatudampak yang diharapkan dari program (intended effect) 
seperti serapan lulusan, meningkatnya animo, pencitraan terhadap lembaga, 
dan kinerja lulusan. 
 
D. Pembatasan Masalah 
Secara umum evaluasi employability lulusan SMK dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi mengantarkan pada beberapa perumusan permasalahan 
secara lebih spesifik. Selama ini program SMK 4 tahun belum pernah dievaluasi 
secara komprehensif. Agar lebih fokus maka beberapa batasan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah meliputi: 
1. Penelitian tentang peran SMK dibatasi pada keberadaan SMK sebagai 
suatu sistem yang meliputi: konteks, input, proses, produk/output, dan 
outcomes. 
2. Penelitian dilakukan pada SMK Bidang Teknologi dan Industri, khususnya 
program keahlian: bangunan, elektronika, listrik, mesin, dan 




E. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang dan fokus penelitian ditinjau dari context, 
input, prosess, product/output, dan outcome, maka rumusan masalah adalah: 
1. Apakah perbedaan yang mendasar antara program SMK 3 tahun dan SMK 
4 tahun, yang meliputi aspek: kurikulum, model pembelajaran, sistem 
penilaian, kompetensi guru, sarana dan prasarana, dan biaya? 
2. Bagaimanakah tingkat pencapaian kompetensi lulusan SMK 3 tahun dan 
SMK 4 tahun? 
3. Bagaimanakah dampak program SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun terhadap 
kinerja dan kompetensi lulusan? 
4. Bagaimanakah kinerja lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun? 
 
F. Tujuan Penelitian/Hasil Penelitian yang Diharapkan 
Sesuai dengan makna penelitian evaluasi,penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: 
1. Perbedaan program SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun yang meliputi: 
kurikulum, pembelajaran dan penilaian, kompetensi guru, sarana dan 
prasarana, dan biaya. 
2. Kompetensi lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun. 
3. Dampak program SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun terhadap kinerja dan 
kompetensi lulusan, 




G. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari terlaksananya penelitian adalah: 
1. Hasil penelitian ini untuk mengevaluasikebijakanKementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (c.q. Dit. PSMK = Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Kejuruan) kepada masyarakat dan pihak-pihak luar (misalnya, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Industri, dan pelaku 
usaha lainnya) dalam usahanya mengembangkan pendidikan kejuruan. 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai "naskah akademis" untuk 












A. Kebijakan SMK Program Empat Tahun 
1. Latar Belakang Kebijakan SMK Program Empat Tahun 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) di seluruh wilayah Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan lulusannya 
siap kerja baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri atau instansi 
tertentu yang membutuhkan tenaga kerja tingkat menengah. Berkaitan dengan hal 
tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan dua jenis program SMK yaitu model 
SMK 4 tahun dan SMK 3 tahun. Tujuan utama pembangunan kedua model 
pendidikan SMK tersebut adalah untuk membekali siswa dan lulusannya dengan 
kompetensi-kompetensi yang mampu mengembangkan kapabilitas daya adaptasi 
lulusan dalam mendapatkan pekerjaan, menjaga pekerjaannya, memperoleh 
penugasan kerja, membangun usaha mandiri, menekuni pekerjaan, serta 
memperbarui skill kerja (employabiliy skills) demi kemajuan usaha dan karirnya.  
Pada awalnya pemerintah memiliki 8 SMK program 4 tahun yang lebih dikenal 
dengan nama Sekolah Teknik Menengah Pembangunan (STMP). Tujuan dari 
penyelenggaraan proyek perintis STMP adalah: untuk mengembangkan sumber 
daya manusia yang (1) memiliki jiwa perintis; (2) memiliki kemampuan bekerja 
dan menyenangi pekerjaannya; (3) mampu mengolah dan merealisasikan hasil 
pemikiran para ahli teknik di atasnya; (4) mampu memimpin, mengarahkan dan 
membimbing para pelaksana teknik di bawahnya.  
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Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 
4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah 
Kejuruan (SK-PMK), program pendidikan 4 tahun tidak lagi berbasis sekolah. 
Program pendidikan 4 tahun ke depan berbasis kebulatan kebutuhan pendidikan 
pada Kompetensi Keahlian (KK). Keputusan  4678/D/KEP/MK/2016 telah 
menetapkan 34 KK dengan program pendidikan 4 tahun. Keputusan ini memberi 
ruang dalam satu SMK ada program pendidikan KK 4 tahun dan/atau KK 3 tahun. 
Amanat negara tentang penyelenggaraan SMK ini perlu dikawal demi 
kesejahteraan masyarakat luas. Demi menjaga dan meningkatkan mutu pendikan 
SMK pada umumnya dan SMK program 4 tahun diperlukan evaluasi dan 
pengembangan mutu tata kelola dan pembelajaran di SMK secara 
berkesinambungan. 
2. Pengembangan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pembelajaran 
SMK Kompetensi Keahlian Program Empat Tahun 
Seiring perkembangannya muncul kebutuhan penataan pendidikan di SMK 
program 4 tahun (eks STMP) atau yang sekarang menjadi SMK Negeri tanpa 
identitas khusus.  Penataan tersebut bertujuan untuk menjaga mutu SMK program 
4 tahun. Adapun tujuan dari penjaminan mutu SMK program 4 tahun melalui 
penjaminan mutu Pendidikan Kejuruan (PK) adalah untuk membangun budaya 
mutu. Budaya mutu yang dimaksud menganut paradigma: (1) PK bersifat inklusif 
dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar apa pun; (2) student-centered 
learning atau pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memperlakukan, 
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memfasilitasi, dan mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar semanjang 
hayat yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneurship; dan (3) PK 
memfasilitasi perkembangan, pengembangan, dan pembangunan berkelanjutan 
(education for sustainable development) dengan membimbing peserta didik 
menjadi rahmat bagi sekalian alam. Penjaminan mutu PK tersebut dilakukan 
berdasarkan prinsip: (1)  keberlanjutan; (2)  terencana dan sistematis serta 
memiliki kerangka waktu dan target capaian yang jelas dan dapat diukur; (3) 
menghargai otonomi satuan pendidikan; (4) memfasilitasi pembelajaran informal 
masyarakat yang berkelanjutan dengan regulasi negara yang minim.  
Dalam rangka mewujudkan SMK program 4 tahun yang bermutu dan 
menjaga serta meningkatkan kualitas yang telah dimiliki, Pedoman Tata Kelola 
Kelembagaan dan Pembelajaran SMK program 4 tahun dibuat sebagai acuan 
pelaksanaan program pendidikan 4 tahun. Pedoman Tata Kelola Kelembagaan dan 
Pembelajaran SMK  program 4 tahun mencakup (1) pengembangan kosep baru 
pendidikan kejuruan berserta keprofesionalan guru, (2) Penjaminan ketersediaan 
kurikulum yang berkualitas, pemenuhhan kebutuhan fasilitas belajar, kecukupan 
pembiayaan, serta pemenuhan derajat kompetensi lulusan (minimal jenjang 3 
KKNI), (3) peningkatan mutu pembelajaran baik teoretis maupun praktik di 
sekolah dan di lapangan (PKL) melalui peningkatan proses pembelajaran dan 
sistem penilaian, (4) prosedur penyelenggaraan, penyesuaian dan pengelolaan 





Adanya Pedoman Pengembangan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan 
Pembelajaran SMK program 4 tahun diharapkan dapat membantu penyelenggara 
pendidikan kejuruan untuk: (1) menjamin kualitas lulusan yang diakui dunia kerja 
dan keprofesionalan guru; (2) menjamin ketersediaan kurikulum, fasilitas, dan 
pembiayaan program pembelajaran; (3) memberi arahan strategis untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di lapangan; dan (4)  
memperjelas prosedur pembukaan, penyesuaian dan penyelenggaraan SMK 
program 4 tahun. Selain bagi sekolah penyelenggara SMK program 4 tahun, 
Pedoman Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan dan Pembelajaran SMK 
Program 4 tahun juga bermanfaat bagi instansi pemerintah, dunia kerja, dunia 
usaha, dan masyarakat pengguna lulusan yang memerlukan tenaga kerja 
kompetitif yang belum terpenuhi oleh lulusan SMK program 3 tahun.  
 
B. Pengertian Evaluasi 
 
Stufflebeam (1984: 3) menyatakan bahwa evaluasi didefinisikan sebagai 
―evaluation is the systematic asessment of the worth merit of some object‖. 
Pendapat Stufflebeam tersebut dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan proses 
penilaian yang sistematik dari tujuan yang berharga. Menurut Bigman (1961) 
dalam Stufflebeam (1984: 92) fungsi evaluasi adalah untuk:  
(1) to discover whether and how well objectives are being fulfilled, (2) to 
determine the reason for specific success and failures, (3) to uncover the 
principles underlying a successfull program, (4) to direct the course of 
experiments with techniques for increasing effectiveness, (5) to lay the basis 
for further reseach on the reasons for the relative success of alternative 
techniques, (6) to redifine the means to be used for attaining objectives, and 






Pendapat Stufflebeam tentang fungsi evaluasi adalah bahwa evaluasi 
untuk: menemukan apa dan bagaimana tujuan yang baik dapat terpenuhi, 
menentukan alasan agar kesusksesan dan kegagalan yang spesifik dapat diketahui, 
menemukan prinsip-prinsip yang mendasari kesuksesan program, menunjukkan 
bagian eksperimen dengan teknik-teknik untuk menambah efektivitas, 
memberikan dasar untuk penelitian lanjut sebagai pertimbangan untuk kesuksesan 
yang relatif dari teknik lain, dan untuk mendefinisikan ulang sub-tujuan. 
Menurut Anne Anastasi (1976) evaluasi sebagai "a systematic process of 
determining the extent to which instructional objetive are achieved by pupils". 
Evaluasi dilakukan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah 
berdasarkan tuiuan yang jelas. Pendapat Rossi (1985: 33) menyatakan bahwa 
penelitian evaluasi dalam praktik memiliki karakteristik:  
(1) the relative influence, resources, and priorities of the sponsors of 
social programs change frequently, (2) the interest s and influence of the 
various stakeholders may change, (3) there may be marked modifications 
in the priorities and responsibilities of the organizations and agencies 
implementing programs, (4) unanticipated problems with delivering the 
intervention or with the intervention itself may require modifying the 
program and consequently the evaluation plan as well, (5) partial findings 
from an evaluation may result in reasonably secure knowledge of the lack 
of intended outcomes from the intervention, (6) unanticipated problems 
may occur in implementing the evaluation design. 
 
 
Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian yang pada 
umumnya diartikan tidak berbeda (indifferent), walaupun pada hakekatnya 
berbeda satu dengan yang lain. Pengukuran (measurement) adalah proses 
membandingkan sesuatu melalui suatu kriteria baku (meter, kilogram, takaran dan 
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sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian adalah suatu proses 
transformasi dari hasil pengukuran menjadi suatu nilai. Evaluasi meliputi kedua 
langkah di atas yakni mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka 
pengambilan keputusan. 
Evaluasi pendidikan memberikan manfaat baik bagi siswa/peserta 
pendidikan, pengajar maupun manajemen. Dengan adanya evaluasi, peserta didik 
dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang relah digapai selama mengikuti 
pendidikan. Pada kondisi dimana siswa  mendapatkan nilai yang memuaskan 
maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar siswa 
dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi dimana hasil yang dicapai tidak 
memuaskan maka siswa  akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar, namun 
demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru pengajar agar 
siswa tidak putus asa. Dari sisi pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai 
umpan balik untuk menetapkan upaya upaya meningkatkan kualitas pendidikan 
Sehubungan dengan itu kinerja SMK yang selama ini berjalan baik SMK 
Pembangunan empat tahun maupun SMK 3 tahun belum pemah dilihat apakah 
ada perdedaan daya serap ke industri dan bagaimana tanggapan industri atau 
pengguna tenaga kerja terhadap kualitas lulusan, di samping itu perlu dilihat 
apakah efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki SMK tinggi atau 
reodah. Untuk itu perlu adanya evaluasi disegala bidang yang digunakan untuk 





C. Evaluasi Program 
 
Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan 
data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, 
menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi 
(rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran 
hasil evaluasi. Program adalah sekumpulan kegiatan yang terencana dan tersistem. 
Program terdiri dari komponen-komponen meliputi: tujuan, sasaran, kriteria 
keberhasilan, jenis keglatan, prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu untuk 
melakukan keglatan, komponen pendukung seperti fasilitas, alat dan bahan, serta 
pengorganisasian. 
Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan 
satu metode untuk mengetahui dan menilai efektivitas suatu program dengan 
membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai 
dengan basil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi digunakan 
sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penenruan 
kebijakan. Jenis evaluasi yang akan digunakan sangat tergantung dari tujuan yang 
ingin dicapai lembaga, tahapan program yang akan dievaluasi dan jenis keputusan 
yang akan diambil. Dengan demikian Evaluasi Program adalah proses untuk 
mengidentifikasi, mengumpulkan fakta, menganalisis data dan 
menginterpretasikan, serta menyajikan informasi untuk pembuatan kepurusan bagi 
pimpinan. Evaluasi program dilaksanakan secara sistematik seiring dengan 




D. Model Evaluasi Program 
Dalam studi evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi 
dengan format atau sistematika yang berbeda. Kaufman dan Thomas (1982) ada 
delapan model evaluasi, yaitu : (1) Goal Oriented Evaluation Model, 
dikembangkan oleh Tyler, (2) Goal Free Evaluaton Model, dikembangkan oleh 
Scriven, (3) Formatif-Sumativ Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael 
Scriven, (4) Countenrance EvaluationModel, dikembangkan oleh Stake, (5) 
Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleb Stake, (6) CSE-UELA 
Evaluation Model, menekankan pada "kapan" evaluasi dilakukan oleh Stake, (7) 
ClPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. (8) Discrepancy Evaluation 
Model, dikembangkan oleh Provus. 
Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi program yang 
banyak digunkan. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio State 
University. CIPP merupakan akronim, terdiri dari: context, input, process, and 
product. Berdasarkan rujukan evalusi program SMK yang berfokus pada hasil dan 
dampak, maka model yang dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan program, dan 
kinerja SMK Negeri Pembangunan empat tahun dan SMK Negeri tiga tahun 
adalah model CIPP yang disempurnakan, yaitu dengan menambah unsur 
outcomes. Sehingga disebut dengan model CIPPO yang mencakup evaluasi 
terhadap context, input, process, product, danoutcomes. Outcomes merupakan 
kinerja lulusan di tempat kerjanya. Context meliputi kesesuaian tujuan dan isi 
program dengan lingkungan SMK, dukungan masyarakat terhadap program 
kegiatan yang akan dievaluasi dan sejenisnya. Input terkait dengan kemampuan 
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SMK melaksanakan programmeliputi: manajemen, SDM, peserta didik, sarana 
dan prasarana, kurikulum, dan sumberdana. Process pendidikan meliputi 
bagaimana program dilaksanakan, partisipasi warga sekolah, kesesuaian kegiatan 
dengan rencana, dan pemanfaatan sumber daya. Output meliputi seberapa jauh 
pencapaian hasil pada saat program selesai dilakukan berdasarkan kriteria yang 
sudah ditetapkan, seperti prestasi belajar siswa SMK (kompetensi lulusan SMK), 
produktivitas, efektivitas program, efisiensi penggunaan fasilitas dan sumber 
dana.Outcomes atau dampak yang diharapkan dari program (intended effect) 
seperti serapan lulusan, animo, pencitraanlembaga, dan kinerja lulusan, dan warga 
sekotah. 
Sebagai suatu proses untuk menghasilkan dan menyajikan informasi guna 
mendukung pengambilan keputusan, evaluasi program dilakukan sejalan dengan 
tahapan program yang akan dievaluasi. Cakupan evaluasi meliputi empat aspek: 
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) hasil program, dan (4) dampak. Setiap 
tahapan menggunakan jenis evaluasi dan pendekatan evaluasi yang berbeda. 
1. Perencanaan 
Evaluasi aspek perencanaan meliputi beberapa hal antara lain kondisi 
lembaga yang akan dievaluasi beserta tujuan dan isi dari kegiatan yang 
diselenggarakan oleh lembaga tersebut, metodologi yang digunakan, strategi 
pelaksanaan evaluasi, serta jenis needso of assessment yang digunakan. 
2. Pelaksanaan program 
Evaluasi pelaksanaan program mencakup keterlaksanaan partisipasi 
personal dalam pelaksanaan program, kesesuaian jadwal, pemanfaatan masukan 
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dan penyelenggaraan program, persentase keterlaksanaan program, refleksi dan 
umpan balik, serta prosedur evaluasi yang diterapkan. 
3. Hasil 
Evaluasi hasil suatu program diukur dari penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan oleh peserta, kesesuaian hasil dengan tujuan program, serta kualitas 
hasil suatu program seperti prestasi belajar, keterampitan karyawan, produktivitas, 
efektivitas program kegiatan, efisiensi penggunaan fasilitas dan sumber dana. 
4. Dampak 
 
Evaluasi dampak meliputi dua hal, yaitu dampak program yang 
direncanakan dan yang tidak direncanakan. Dampak yang direncanakan (intended 
effect) mencakup perubahan perilaku, tersalurnya lulusan, meningkatnya kinerja 
peserta pelatihan, kedisiplinan meningkat setelah selesai pelatihan, perubahan 
perilaku, meningkatnya animo masuk keperguruan tinggi, keberhasilan karir. 
Dampak yang tidak direncanakan (unintended side effect) seperti terjadinya 
kesenjangan sosial di masyarakat, timbul stress di kalangan siswa dan karyawan 
sebagai akibat dari kebijakan yang diterapkan. 
Penelitian ini berfokus pada kinerja SMK Negeri Pembangunan, lama 
studi empat tahun dan SMK Negeri tiga tahun ditinjau dari context, input, prosess, 
product, output, dan outcome. Konteks meliputi landasan hukum dan kebijakan, 
kondisi geografis,sosial, dan ekonomi, tantangan masa depan, aspirasi pendidikan, 
serta daya dukung swasta,masyarakat, dan pemerintah. dapat diartikan sebagai 
kebutuhan yang berpengaruh pada input sekolah. Input pendidikan meliputi: (a) 
memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, (b) sumber daya tersedia 
29 
 
dan siap, (c) staf yang kompeten dan berdedikasi yang tinggi, (d) memiliki 
harapan prestasi yang tinggi, (e) fokus pada pelanggan (khususnya peserta didik), 
(f) input manajemen. Proses pendidikan mencakup aspek: (a) efektivitas proses 
belajar, (b) kepemimpinan sekolah, (e) pengelolaan tenaga kependidikan, (d) 
sekolah memiliki budaya mutu dengan lingkungan, (e) teamwork sekolah, (f) 
kemandirian sekolah,  (g) partisipasi warga sekolah dan masyarakat, (h) 
transaparansi manajemen, (i) kemauan untuk berubah (psikologis dan pisik), (j) 
evaluasi dan perbaikan  secara berkelanjutan, (k) kepekaan dan antisipasi sekolah 
terhadap kebutuhan, (l) komunikasi, (m) akuntabilitas, dan (n) kemampuan 
menjaga sustainabilitas. Output yang diharapkan adalah kinerja sekolah yang 
dihasilkan dari proses pendidikan yang diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, 
efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Output 
yang dimaksud ada dua yaitu prestasi akademik (NEM, lomba karya ilmiah, cara 
berpikir), dan non akademik (keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, 
kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi, solidaritas yang tinggi, 
toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan), 
yang disertai hubungan sosial dan personal yang baik.. Outcomes atau dampak 
yang diharapkan dari program (intended effect) seperti serapan lulusan, 





E. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Dewey (1916: 294) berpendapat bahwa: a vocation means nothing but 
such a direction of life activities as renders them perceptibly significant to a 
person, because of the consequences they accomplish, and also usefull to his 
associate. Pendapat ini menyatakan bahwa pendidikan kejuruan tidak lain adalah 
merupakan arah aktivitas kehidupan manusia sebagai sumbangan yang bermakna 
kepada seseorang disebabkan karena konsekuensi dari pekerjaan mereka dan juga 
berguna bagi tempat kerjanya. 
Prinsip-prinsip pendidikan kejuruan menurut Clark and Winch (2007: 126-
127) memiliki karakteristik antara lain: pertama, kurikulum harus menunjukkan 
relevansi dengan kebutuhan kejuruan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kurikulum 
pendidikan kejuruan harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ketrampilan 
dasar dalam industri harus dilatihkan kepada siswa. Kurikulum pendidikan 
kejuruan harus berisi kompetensi yang relevan dengan keahlian mereka dalam 
dunia kerja. 
Kedua, pengetahuan harus dapat memberikan cara yang lebih baik untuk 
proses pembelajaran, untuk mengidentifikasi masalah dan pemecahan 
masalahnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran harus terjadi 
proses penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah kehidupan. Selain itu, proses pembelajaran harus 
bermanfaat untuk pembelajaran lebih lanjut, baik untuk bekerja dan melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa proses pembelajaran 
harus mampu menjadi dasar pengembangan pengetahuan secara terus-menerus. 
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Ketiga, prinsip-prinsip kejuruan menekankan manfaat teknologi informasi 
sebagai sumber belajar. Perubahan teknologi akan selalu dioptimalkan dalam 
proses pembelajaran kejuruan.  Jadi sumber belajar akan selalu diperkaya dengan 
adanya perkembangan teknologi.  
Keempat, dalam prinsip kurikulum yang mendalam tercermin suatu sistem 
penilaian yang bertujuan merekam apa yang telah dicapai di seluruh sistem 
pembelajaran. Dalam prinsip ini menunjukkan bahwa sistem penilaian harus 
dinyatakan dalam kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum, di samping 
mengandung apa dan bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan, tetapi 
juga mengandung apa dan bagaimana sistem penilaian itu harus dilakukan.  
Thomson (1973: 95) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan dapat 
meningkatkan ketrampilan seseorang sehingga menjadi lebih tinggi nilai jualnya, 
yaitu dengan meningkatkan keterampilannya yang akan meningkatkan 
produktivitasnya. Pendapat ini menyatakan bahwa kemampuan manusia dapat 
ditingkatkan nilai jualnya jika keterampilan mereka dapat menghasilkan sesuatu 
produk. Konsekuensi dari argumen ini adalah bahwa pendidikan kejuruan harus 
dapat melatih siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh industri untuk 
menghasilkan produk barang atau jasa. 
Menurut Prosser, pendidikan kejuruan adalah proses pengajaran dan 
pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk mendapatkan 
pekerjaan. Lebih lanjut Prosser dalam Scott (2004: 390-391) menyatakan, bahwa 
pendidikan kejuruan memiliki karakteristik khusus. Pertama, pendidikan kejuruan 
akan efisien dalam proporsi sebagai lingkungan di mana siswa dilatih dalam 
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sebuah replika lingkungan di mana ia nanti akan bekerja. Ini berarti bahwa 
pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan harus memperluas kesempatan 
bagi siswa untuk belajar atau bekerja sesuai kebutuhan, disamping itu sekolah 
kejuruan harus membuat replika dari lingkungan kerja. 
Kedua, pelatihan kejuruan akan efektif jika pelatihan tersebut diberikan 
pekerjaan dengan cara yang sama, dengan operasi yang sama, dengan alat yang 
sama, dan dengan mesin yang sama, seperti dalam bidang pekerjaan yang 
sebenarnya. Sekolah kejuruan yang efektif sebagai lembaga pelatihan harus dapat 
menyediakan fasilitas yang sama seperti yang ada di dunia kerja. Dengan 
demikian, siswa dapat belajar melakukan pekerjaan yang sama seperti yang ada di 
industri. Siswa harus dilatih dalam keterampilan yang diperlukan oleh dunia 
kerja.Jadi, pendidikan kejuruan adalah lembaga pendidikan yang memiliki tujuan 
untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk 
memasuki dunia kerja. 
Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, pendidikan kejuruan harus 
memberikan pelatihan kepada siswa dengan situasi dan suasana seperti yang 
terjadi di tempat kerja.Secara khusus salah satu tujuan Sekolah Menengah 
Kejuruan adalah untuk membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi 
sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Oleh karena lulusan SMK 
dipersiapkan untuk memasuki lapangan kerja, maka secara ekonomis, semakin 
tinggi kualitas pendidikan seseorang akan semakin produktif. Dengan demikian 
selain akan meningkatkan produktivitas nasional juga akan meningkatkan daya 
saing tenaga kerja di pasar global. 
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Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, pembelajarannya dapat 
dilakukan dengan pendekatan akademik, pendekatan kecakapan hidup (life skill), 
pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum), 
pendekatan kurikulum berbasis luas (broad-based curriculum), dan/atau 
pendekatan kurikulum berbasis produksi (production-based curriculum). 
Sedangkan pola penyelenggaraannya dilakukan dengan prinsip pendidikan sistem 
ganda (PSG), yaitu pendidikan yang dilakukan secara bekerja sama antara sekolah 
dan dunia usaha/industri (DU/DI), baik melalui perencanaan, pelaksanaan dan 
penilaian kurikulum, yang bertujuan untuk mendekatkan kebutuhan sekolah 
dengan dunia usaha dan industri. Disisi lain untuk mengantisipasi dan sekaligus 
mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di dunia kerja pelaksanaan 
kurikulum SMK harus dirancang secara dinamis dan fleksibel. 
Fokus utama pengembangan pendidikan kejuruan pada tahun 2020 
meliputi: (a) kebutuhan ekonomi, Indonesia memiliki posisi strategis dan 
menguntungkan untuk menggunakan teknologi baru dan pasar barang teknologi, 
sehingga dunia usaha/industri sebagai pengguna tenaga kerja harus meningkatkan 
kompetensi dan lembaga pendidikan kejuruan dan harus mampu menyediakan 
pasokan keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi tenaga kerja produktif, 
mampu meningkatkan pendapatan dan standar hidup, dan untuk mengembangkan 
diri dalam menghadapi semakin perubahan yang cepat, (b) pendidikan kejuruan 
untuk masa depan yang ditujukan untuk perubahan fundamental, seperti 
perubahan manajemen sistem dari sentralisasi ke desentralisasi, pola ini lebih 
terstruktur dalam organisasi, fleksibel dan permeabel, dan dengansistem 
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manajemen multi-entry dan multi-exit, dan (c) sistem pendidikan dan pelatihan 
didorong oleh dunia usaha/industri, standar kompetensi dan hasil (Dedi Supriadi, 
2002: 585-601). 
Menurut PP Nomor 29 Tentang Pendidikan Menengah bahwa Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan pada jenjang menengah yang 
mengutamakan pengembangan kemampuan dalam menyiapkan siswa untuk 
memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Menurut 
Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, SMK adalah 
suatu lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 
SMK merupakan lanjutan dari SMP, MTs atau yang sederajat, yang akan 
mengembangkan profesi, kemampuan (skill) yang dipersiapkan untuk menjadi 
tenaga kerja yang trampil, dan kompeten dalam bidangnya atau melanjutkan ke 
jenjang pendidikan lebih tinggi. SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 
pengetahuan, sikap, kompetensi keahlian, sehingga lulusannya dapat 
mengembangkan kinerja dalam dunia kerja. Menurut Dedy Supriyadi (2002: 586) 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke depan merupakan PPKT (Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu) sekaligus merupakan penyelenggara 
pendidikan kejuruan yang fleksibel dengan sistem multi entry dan multi exit dan 
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melayani jasa dan produksi serta membuka diklat lanjutan, setara dengan program 
diploma, yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI). 
Pernyataan ketiga ahli di atas mempunyai kesamaan rumusan tujuan akhir 
yaitu membentuk peserta diklat memiliki kompetensi yang diperlukan industri. 
Dedy Supriyadi (2002: 586) menambahkan bahwa fungsi SMK untuk 20 lahun 
mendatang mirip seperti industri yang memiliki orientasi pelatihan keterampilan. 
Sejalan dengan pemahaman rumusan diawal,maka SMK diimplementasikan untuk 
meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan siswa dalam memasuki 
lapangan kerja. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SMK adalah 
lembaga pendidikan formal sebagai kelanjutan pendidikan menengah pertama 
atau sederajat, berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja 
profesional yang handal dalam bidangnya sesuai kebutuhan dunia kerja. 
Kenyataan di lapangan dalam proses penyelesaian studi terdapat dua model 
yaitu:model empat tahun SMK Negeri Pembangunan dan model tiga tahun SMK 
Negeri reguler. 
1. Proyek Perintis Sekolah Teknik Menengah Pembangunan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pemangunan empat tahun di 
Indonesia pada awalnya bernama Sekolah Teknologi Menengah (STM). Pada 
tahun 1970/1971 Pemerintah dengan program pembangunan lima lahun ke 
satu (PELITA I) berfikir untuk membentuk suatu lembaga sekolah teknik 
tingkat menengah sehingga diadakan suatu peroyek dengan nama "Proyek 
perintis sekolah teknologi menengah pembangunan" dengan masa studi lebih 
lama dibanding standar SMU atau SMK lainnya, yaitu memerlukan waktu 
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empat tahun untuk belajar di STM Pembangunan. Jumlah STM Pembangunan 
di seluruh Indonesia ada delapan sekolah yang merupakan rintisan seluruh 
SMK Program 4 tahun di Indonesia ini yang tersebar di beberapa kota yaitu di 
Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Temanggung, Yogyakarta, 
Surabaya, dan Makasar. Setelah delapan STM Pembangunan dibangun pada 
tahun 1974, selanjutnya dibangun empat sekolah STM Teknologi Pertanian di 
Kota Jember, Boyolali, Tangerang, dan Kota Metro Lampung. 
a. Misi Proyek Perintis STM Negeri Pembangunan empat tahun 
1) Misi pertama, sebagai perintis dalam pembaharuan sistem pendidikan 
teknik tingkat menengah. Dalam melaksanakan misinya, proyek 
perintis STM Pembangunan melalui Direktorat Menengah Kejuruan 
mengadakan pendekatan, pembaharuan perbaikan dan peningkatan 
terhadap kurikulum, guru, sarana dan prasarana,tenaga non 
kependidikan, metoda, evaluasi, bimbingan penyuluhan dan hubungan 
dengan lndustri/perusahaan serta calon siswa. 
2) Misi kedua, memecahkan masalah pendidikan teknologi terhadap 
efisiensi dan relevansi pendidikan. 
b. Efisiensi pendidikan diartikan agar penggunaan sumber daya manusia dan 
dana baik fisik maupun non fisik supaya dioperasikan seoptimal mungkin 
untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
c. Efektifitas pendidikan diartikan agar segala peralatan, sarana dan 
prasarana yang tersedia dapat dioperasikan dengan sasaran pencapaian 
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tujuan pendidikan yang lebih baik, ditinjau dari waklu yang relatif lebih 
singkat.  
d. Relevansi pendidikan diartikan bahwa proyek perintis STM 
Pembangunan harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki mutu 
yang sesuai dengan keburuhan dunia industri yang ada di Indonesia, yang 
mampu meningkatkan produktivitas guna menunjang pembangunan lima 
tahun yang berkelanjutan. 
e. Tujuan Proyek Perintis STM Pembangunan menyiapkan teknisi industri, 
yaitu tenaga kejuruan teknik tingkat menengah yang berjiwa perintis, 
memiliki kemampuan bekerja dan senang dengan pekerjaannya, dapat 
mengolah dan melaksanakan hasil pemikiran para ahli teknik tingkat 
diatasnya, mampu memimpin dan membimbing para pelaksana teknik di 
bawahnya. 
2. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Empat Tahun 
Sampai saat ini kedelapan STM Pembangunan tersebut telah menjadi sekolah 
favorit tingkat nasional, terbukti dengan banyaknya gelar juara yang diperoleh 
ketika diadakan lomba kompetensi sekolah tingkat nasional. Selain itu banyak 
siswa dari SMK tersebut yang mewakili Indonesia dalam lomba internasional 
seperti yang telah diadakan pada tahun 2011 di Belanda, dan tahun 2013 
diadakan lomba teknologi di Jerman. Dalam bidang industri juga banyak 
alumni STM Pembangunan yang telah menunjukkan prestasinya sehingga 
dapat berkarya dalam memajukan Indonesia pada bidang keahlianya masing-
masing. Selain itu, lulusan STM Pembangunan lebih mudah mendapatkan 
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lapangan kerja. Kondisi ini menyebabkan banyak peminat lulusan SMP yang 
ingin melanjutkan ke STM Pembangunan.  
a. Visi 
Menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan yang profesional, mandiri, 
dan berkarakter di era global. 
b. Misi 
1) Sebagai perintis dalam pembaharuan sistem pendidikan teknik tingkat 
menengah. Dalam melaksanakan misinya, proyek perintis STM 
Pembangunan melalui Direktorat Menengah Kejuruan mengadakan 
pendekatan, pembaharuan perbaikan dan peningkatan terhadap kurikulum, 
guru, sarana dan prasarana, tenaga non kependidikan, metoda, evaluasi, 
bimbingan penyuluhan dan hubungan dengan industri/perusahaan serta 
calon siswa. 
2) Memecahkan masalah pendidikan teknologi terhadap efiensi dan relevansi 
pendidikan. 
a) Efisiensi pendidikan diartikan agar penggunaan sumber daya manusia 
dan dana baik fisik maupun non fisik supaya dioperasikan seoptimal 
mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
b) Efektifitas pendidikan diartikan agar segala peralatan, sarana dan 
prasarana yang tersedia dapat dioperasikan dengan sasaran pencapaian 




c) Relevansi pendidikan diartikan bahwa proyek perintis STM 
Pembangunan harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki mutu 
yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang ada di Indonesia, 
yang mampu meningkatkan produktivitas guna menunjang 
pembangunan lima tahun yang berkelanjutan. 
 
c. Tujuan 
1) Menyiapkan siswa yang cerdas, kompetitif untuk siap memasuki dunia 
kerja serta mengembangkan sikap mandiri dan profesional. 
2) Menyiapkan siswa yang mampu mengembangkan diri untuk persaingan di 
dunia kerja baik nasional maupun internasional serta memilliki jiwa 
kewirausahaan. 
3) Menyiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang produktif dan kreatif. 
4) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 
dunia industri pada saat ini maupun masa yang akandatang. 
Proses pendidikan SMK agar Pembangunan empat tahun, siswa dalam 
menempuh  pembelajaran teori selama tiga tahun, sedangkan selama 
setahun penuh melaksanakan praktik kerja industri atau PRAKERIN di 
DU/DI.Diharapkan siswa setelah lulus mempunyai kompetensi yang tinggi 
sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh DU/DI. 
3. Sekolah  Menengah Kejuruan Negeri (Tiga Tahun) 
Semua sekolah teknik pada tahun 1997 diadakan penamaan ulang dengan 
nama secararesmi telah berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
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diikuti dengan nomor sekolah dan lokasi masing-masing. Adapun Visi, misi, 
dan rujuan SMKN 3 tahun sebagai berikut. 
a. Visi 
Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan bertaraf internasional dan 
berwawasan lingkungan yang menghasilkan tamatan profesional, mampu 
berwirausaha, beriman dan bertaqwa. 
b. Misi 
1) Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ICT dan 
berkelanjutan. 
2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi standar. 
3) Meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar yang nyaman memenuhi 
standar kualitas dan kuantitas, 
4) Mengembangkan kurikulum, metodologi pembelajaran dan sistem 
penilaian berbasis kompetensi. 
5) Menyelenggarakan pembelajaran sistem CBT (Competency-Based 
Training) dan PBE (Production Based Education) menggunakan bilingual 
dengan pendekatan ICT. 
6) Membangun kemitraan dengan lembaga yang relevan baik dalam maupun 
luar negeri. 
7) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler agar peserta didik mampu 




c. Tujuan SMK tiga tahun 
1) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 
bekerja mandiri,mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai 
tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 
keahlian pilihannya. 
2) Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam 
berkempetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap 
profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 
3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman 
dan taqwa agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara 
mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Visi, misi, dan tujuan kedua SMK tidak jauh berbeda namun dalam 
penyelesaian studi waktunya berbeda yaitu empat tahun dan tiga tahun, hal ini 
menjadikan pertanyaan bagi masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun 
masyarakat dunia kerja. Proses pendidikan SMK Negeri tiga tahun, siswa dalam 
menempuh pembelajaran teori selama enam semester. Sedangkan selama tiga 
bulan siswa melaksanakan praktik kerja industri atau Prakerin di DU/DI. 
Diharapkan siswa setelah lulus mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan 
kompetensi yang diharapkan oleh DU/DI. 
F. Standar Nasional Pendidikan 
Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan 
dasar, fungsi dan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disusun dan 
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dilaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah diperbaiki melalui 
Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan. 
Adapun delapan Standar Nasional Pendidikan mencakup:  
Pertama, Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan 
(SKL) merupakan rumusan kriteria kualifikasi lulusan yang akan dicapai peserta 
didik setelah mengikuti serangkaian program pembelajaran baik pada ranah sikap, 
pengetahuan maupun keterampilan. Keberhasilan suatu program pembelajaran 
dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan oleh program tersebut. 
Tabel 2 Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK 
Dimensi Kualifikasi Kemampuan 
Sikap 
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, 
dan bertanggung-jawab dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
Pengetahuan 
Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab serta dampak 
fenomena dan kejadian. 
Keterampilan 
Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif 
dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai 
pengembangan dari yang dipelajari di sekolah 
secara mandiri. 
 
Kedua, Standar Isi. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, 
standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat 
kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang meliputi sikap, 
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pengetahuan dan keterampilan. Dalam ruang lingkup materi, kurikulum yang 
menjadi bagian dari standar isi dikembangkan berdasarkan kriteria tingkat 
perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan 
kompetensi berjenjang.  
Ketiga, Standar Proses, yaitu standar yang memegang andil besar untuk 
mengeksekusi kompetensi-kompetensi yang telah diramu dalam standar isi 
dengan mengintegrasikan kompetensi hard skill dan soft skill melalui proses 
pembelajaran. Standar proses adalah kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk 
mencapai Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud Nomor 22 tahun 2016). 
Menurut Direktorat Pembinaan SMK (2017:45) proses pembelajaran SMK yang 
berkualitas adalah proses pembelajaran yang (1) menstimulasi siswa untuk aktif, 
(2) menggunakan sumber belajar yang variatif, (3) menggunakan pendekatan 
ilmiah, (4) menerapkan competency-based learning, (5) menerapkan integrated-
learning, (6) menekankan pada kebenaran multi dimensional atau yang disebut 
juga pembelajaran open-ended, (7) mengembangkan keterampilan aplikatif, (8) 
mampu menyeimbangkan hard skill dan soft skill, (9) membangun dan 
meningkatkan budaya belajar sepanjang hayat, (10) menerapkan nilai-nilai 
keteladanan, (11) memanfaatkan tripusat pendidikan dan teknologi informasi dan 
komunikasi yang efektif dan efisien (12) menerapkan prinsip learning community, 
serta (14) mempertimbangkan karasteristik peserta didik. 
Keempat, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang membahas 
tentang pihak yang memegang peranan penting dalam menghasilkan seumber 
daya manusia yang handal, yaitu guru (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan 
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(tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan). Standar tenaga pendidik 
menekankan pada sualifikasi akademik dan kompetensi guru. Selain wajib 
memiliki kompetesi pedagodik, profesional, kepribadian dan sosial, guru 
diharapkan dapat mmenuhi standar Kualifikasi Kerja Nasional (KKNI).  
Kelima, Standar Sarana dan Prasarana. Selain penyusunan kurikulum, 
pelaksanaan proses pembelajaran, penetapan standar kompetensi lulusan, kualitas 
guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasana yang mencukupi diharapkan 
mampu meningkatkan mutu pendidikan. Charles Prosser dalam Camp and hillison 
(1984:15) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan akan efisien apabila 
disediakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi nyata di mana lulusan akan 
bekerja. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sarsana prasarana 
pendidikan, SMK perlu melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) 
dalam perannya sebagai tempat praktik, tempat magang kerja, penyelarasan 
kurikulum dan mitra penyelenggraan dan pengembangan Teaching Factory 
(Direktorat Pembinaan SMK, 2017:143). 
Keenam, Standar Pengelolaan. Menurut Permendiknas Nomor 19 tahun 
2007 standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah 
meliputi (1) Perencanaan Program, (2) Pelaksanaan Rencana Kerja, (3) 
Pengawasan dan Evaluasi, (4) Kepemimpinan Sekolah/Madrsah, (5) Sistem 
Informasi Manajemen dan (6) Penilaian Khusus. 
Ketujuh, Standar Pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor 
yang secara langsung memepengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) menjelaskan bahwa 
45 
 
pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya 
personal. Adapun biaya personal meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, 
bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak 
langsung (daya, air, telekomunikasi, pemeliharaan, transportasi dan sebagainya).  
Kedelapan, Standar Penilaian. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 
mendefinisikan standar penilaian sebagai kriteria mengenai lingkup, tujuan, 
manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar 
peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta 
didik. Adapun hasil belajar peserta didik tersebut meliputi aspek sikap, 
pengetahuan dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik pada sekolah 
dasar dan menengah mencakup penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian 
hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.   
G. Kompetensi Lulusan 
Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan 
setelah mengikuti pembelajaran di SMK. Kompetensi menurut Gonczi ( 1992: 
225) adalah:  
competence is common to describe a person as competent in an area of 
work if they have the knowledge, skill and attitudes to be able to function 
at some minimum acceptable level. To be more precise, competence is 
something that can be attributed to an individual on the basis of inferences 
drawn from performance in assessment or actual work. 
 
Pernyataan Gonczi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah 
kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya di tempat kerja yang 
meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Lebih tepatnya, 
kompetensi kadang-kadang dilambangkan secara individual sebagai dasar 
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kesimpulan gambaran dari kinerja pada saat uji kompetensi atau ditempat kerja 
yang nyata. Maclean (2009: 63) mendefinisikan kompetensi adalah: 
competenceisthe individual‘s demonstrated capacity to perform, i.e. the 
possession of knowledge,skills and personal characteristics needed to satisfy the 
special demands orrequirements of a particular situation. Pernyataan Maclean itu 
mengisyaratkan bahwa kompetensi adalah kemampuan individu yang dapat 
didemonstrasikan untuk melakukan pekerjaan menggunakan pengetahuan, 
ketrampilan, dan karakter personal yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan 
tersebut. Dua teori tersebut mengisyaratkan bahwa kompetensi adalah 
kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk 
melakukan pekerjaan di tempat kerjanya. 
Sementara itu Peter (1975: 8) menyatakan: competency includes 
understanding the process involved as well as having performance skill and an 
academic and theoritical background. Teori Peter tersebut menyatakan bahwa 
kompetensi termasuk pemahaman yang melibatkan proses sebaik prestasi 
ketrampilan dan latar belakang akademik/pengetahuan yang dimiliki. Disisi lain 
Boud (2003: 87) menyatakan: “competence have formulated a similar definition 
of capability as an integration of specialist skills, self-efficacy, and appropriate 
values”. Definisi Boud menyatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari 
kemampuan ketrampilan khusus, kepandaian sendiri, dan nilai-nilai yang tepat. 
Selanjutnya Boud (2003: 87) menyebutkan bahwa: “competences are used as 
predetemined learning outcomes for vocationally oriented training programmes”. 
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Pernyataan Boud tersebut menegaskan bahwa kompetensi digunakan sebagai alat 
untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dalam program pelatihan kejuruan.  
Wyatt (2009: 237) mendefinisikan kompetensi adalah: 
A concept of ‗overall competence‘ which referred to a broader 
understanding of competence than subject specific competence, was to be 
emphasised when grades were given in each subject. This concept 
included students‘ ability to cooperate with each other and develop their 
personality and character  
 
 
Menurut Wyatt definisi kompetensi lebih menekankan bahwa kompetensi 
memiliki cakupan yang luas dari kompetensi-kompetensi yang spesifik yang 
ditekankan pada setiap tingkat mata pelajaran. Konsep ini termasuk kemampuan 
siswa untuk saling bekerja sama dan mengembangkan karakter serta 
personalitasnya. 
 
H. Kinerja Lulusan 
Kinerja lulusan merupakan prestasi yang dicapai lulusan ketika bekerja di 
dunia usaha dan dunia industri. Wyatt (2009: 276) mendefinisikan standar kinerja 
sebagai berikut.  
Performance standards are specifications of ‗how much‘ students should know 
and be able to do. Thus, while content standards shape what goes into a 
curriculum, performance standards set benchmarks—specified levels of 
achievement—that shape expectations for educational outcomes, provide a basis 
for measuring learning outcomes, and provide the criteria for imposing rewards 




Pernyataan Wyatt di atas mengisyaratkan bahwa kinerja adalah berkaitan 
dengan seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja yang 
dimiliki oleh siswa pada saat mereka mengikuti pembelajaran yang tertuang 
dalam kurikulum sekolah. Kinerja adalah merupakan hasil/produk pendidikan 
yang dapat diketahui dengan melakukan pengukuran hasil pembelajaran.  
Raelin (2008: 261-272) menyatakan kinerja sebagai substantive outcomes 
from work-based learning dan dapat dikelompokkan kedalam empat grup, yaitu: 
(1) effects on the self, (2) effects on interpersonal and team relationships, (3) 
effetcs on professional behavior, and (4) effetcs on projects. Keempat substantive 
outcome tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.  
Pertama effects on the self meliputi domain pengembangan akademik, 
pengembangan personal, dan pengembangan karir. Pengembangan akademik akan 
menguntungkan dalam menambah motivasi untuk senantiasa belajar.  
Kedua Effects on interpersonal and team relationships, pendekatan 
pembelajaran tim dalam work-based learning akan menghasilkan peluang untuk 
memperoleh ketrampilan bekerja dalam kerja tim atau ketrampilan kepribadian 
lebih tinggi. Secara rinci ketrampilan bekerja dalam tim dan ketrampilan 
kepribadian akan meningkatkan: kesadaran bekerja dalam tim yang dinamis, 
meningkatkan kinerja sebagai anggota tim, kemampuan untuk menfasilitasi dalam 
tim kerja, kesabaran antar sesama yang lebih tinggi, mengembangkan ketajaman 
dalam mendengarkan pendapat orang lain, kecakapan dalam berkomunikasi 
dengan penuh perasaan, kepedulian sesama dalam tim yang lebih tinggi, 
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ketrampilan pemeriksaan/penyelidikan yang lebih baik, keahlian dalam 
menghadapi tantangan, dan kemahiran dalam membangun jaringan. 
Ketiga Effetcs on professional behavior atau disebut juga work skills 
sering dihubungkan dan didasarkan pada kemampuan pengetahuan teknik yang 
berhubungan dengan profesi atau pekerjaan di lapangan. Kinerja ini dapat 
ditunjukkan dengan adanya kecenderungan pekerja yang lebih reflektif, lebih 
saling bergantung, lebih memiliki pandangan-pansdangan yang berbeda, dan 
inovatif dalam pemikiran dan keja mereka.  
Keempat Effetcs on projects, adalah gambaran yang paling kritis dalam 
unit tempat kerja. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam domain ini adalah 
penerapan fungsi-fungsi bisnis untuk memprakarsai kegiatan yang produktif dan 
berkualitas, mereduksi kerusakan mesin/peralatan, meningkatkan kepuasan 
pelanggan, dan untuk menghemat biaya produksi. 
 
I. Employability Skill 
Employability skills adalah ketrampilan yang dapat digunakan untuk 
bekerja. Menurut Goodwin (2012: 3) employability skills meliputi: non-technical 
skills, including generic skills, essential skills, soft skills, key competencies, 
transferable skills, enterprise skills and general capabilities. Employability skills 
diperoleh pada saat seseorang mengikuti pembelajaran. Ketrampilan non teknik 
(non-technical skills) bukan saja ketrampilan yang berhubungan dengan 
kemampuan bekerja secara langsung, tetapi kemampuan yang secara luas 
berhubungan dengan kemasyarkatan, seperti kewarganegaraan dan etika 
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berperilaku. Kompetensi kunci (key competencies) adalah kompetensi yang 
berkaitan dengan jenis pekerjaan. Sedangkan transferable skills adalah 
ketrampilan memindahkan jika di tempat kerja ada perkembangan/perubahan 
keterampilan kunci. Seseorang yang memiliki employability skill yang baik akan 



















*) LLN= language, literacy, and 
numeracy  
 
Gambar 1. Kerangka kerja employability skills (Sumber: Goodwin, 2012: 3) 
 
 
Goodwin (2012: 3) membuat kerangka kerja yang menghubungkan antara 
employability skill, technical skills, dan ketrampilan inti dalam berbahasa dan 
berhitung dikaitkan dengan kinerja yang dapat dilihat pada gambar 1. Kerangka 
kerja tersebut menunjukkan bahwa kinerja sangat ditentukan oleh ketrampilan 






































J. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian tentang peran pendidikan terhadap pembangunan ekonomi telah 
dilakukan oleh banyak pakar. Fuente (2006) menganalisis dampak pendidikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan mikro dan 
pendekatan makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level mikro 
pendidikan berdampak pada individual wage maupun market outcome lain. 
Pendidikan memiliki efek positif yang besar dan signifikan terhadap earning, 
partisipasi tenaga kerja, dan employment. 
Pada level makro, peran pendidikan dalam pengembangan ekonomi 
didasarkan pada pemikiran atas pengembangan human capital yang memiliki 
peran sesuai dalam literatur endogenous growth. Berbagai macam hasil penelitian 
menunjukkan bahwa indikator-indikator pendidikan memiliki efek positif 
terhadap tingkat output. Dalam kasus ini level pendidikan akan mempengaruhi 
tingkat penyerapan teknologi yang juga merupakan faktor utama pertumbuhan 
ekonomi. 
Barro (1998) menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi pada 100 negara selama tahun 1960-1995. Variabel-variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: Government Consumption / GDP, 
Years of schooling (as proxy of human capital), Life Expectancy, Inflation rate, 
Rule of Law Index, Democracy Index, Fertility Rate, Investment/GDP, GroM'th 
rate of Terms of Trade. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
GDP perkapita. Teknik analisis data yang digunakan yakni model analisis regresi 
linier berganda. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 
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signifikan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel human capital 
memiliki peranan lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding varibel 
physical capital. 
Barro (2001) dalam penelitian lanjutannya tentang peran pendidikan dalam 
menentukan pertumbuhan ekonomi memasukkan variabel pendidikan yang 
diproksi dengan quantity and quality of schooling. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa baik quantity maupun quality of schooling berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi, quality of schooling memiliki pengaruh yang 
lebih dominan dibandingkan variabel lain. 
Beberapa peneliti lain memfokuskan pada penelitian sekolah kejuruan, di 
antaranya adalah Balogh (1969), Grubb (1985), dan Psacharopoulos (1997: 262-
265). Balogh melihat bahwa sekolah kejuruan dapat mengatasi masalah-masalah 
di negara-negara berkembang. Balogh mengatakan bahwa: "As a purposive factor 
for rural socio-economic prosperity and progress, education must be technical, 
vocational, and democratic". Balogh bahkan menyarankan "elementary education 
must impart technical knowledge to rural youth in an eminently practical way...". 
Grubb (1985: 27-28) menjelaskan rationale pendirian sekolah kejuruan 
oleh koloni Inggris di India pada pertengahan abad 19. Alasan koloni Inggris 
untuk mendirikan sekolah kejuruan adalah "to stabilize traditional agricultural 
life and to curb educational 'over-production'—the tendency of individuals from 




Penelitian Psacharopoulos (1997: 385) menemukan fakta bahwa negara-
negara berkembang berusaha membenahi dirinya menjadi negara industri. 
Industrialisasi mensyaratkan teknologi, sedangkan teknologi membutuhkan tenaga 
kerja (hard skill) sebagai operatornya. Psacharopoulos (1997: 385) mengatakan:  
"If technology is seen as a panacea for industrializing a country's economy 
and achieving higher levels of per capita income, the next logical step is to 
instil into the labour force the 'necessary skills'for such higher technology to 
be applied and further developed".  
 
Hal ini berarti bahwa penyediaan sekolah kejuruan untuk menghasilkan 
keterampilan yang diperlukan  menjadi sangat penting. Penyediaan sekolah ini 
digambarkan oleh Psacharopoulos sebagai berikut. "Just as you can build a bridge 
to lower transportation costs between two sides of a river, so by providing 
vocational education a country can allegedly prosper economically and reap 
more easily the benefits of economic growth". 
Argumen Balogh (1969), Grubb (1985), dan Psacharopoulos (1997) cukup 
dapat dijadikan bukti betapa pentingnya sekolah kejuruan bagi negara-negara 
berkembang. Konsensus mereka ini kemudian dikuatkan oleh hasil studi 
International Centre for Technical and Vocational Education and Training yang 
menemukan bahwa "...the higher the GDP per capita, the higher the Percentages 
of Technical /Vocational Enrolment (PTVE)," (UNESCO-UNEVOC, 2006: 64)   
PTVE adalah "number of students enrolled in technical/vocational 
programmes at a given level of education as a percentage of the total number of 
students enrolled in all programmes (technical/vocational and general) at that 
level". Hasil studi UNESCO-UNEVOC (2006) yang tertuang dalam laporan 
Participation in formal TVET programmes worldwide: an initial statistical study 
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juga menunjukkan bahwa tingginya total GER (Gross Enrolment Ratio) 
berhubungan dengan tingginya prosentase technical/vocational enrolment. 
Heijden (2006: 468) dalam penelitiannya menemukan bahwa pendekatan 
pembelajaran berbasis kompetensi bagitenaga kerjaakan diperoleh: (1) hasil yang 
menguntungkan baik untuk karir pegawai dan perusahaan, (2) keuntungan bagi 
pekerja yaitu memiliki kinerja yang baik, untuk jangka panjang, proses adaptasi 
dan pada saat pembelajaran, (3) peserta CBT akan memiliki perilaku adaptif, 
seperti kepribadian, sikap, motivasi, dan kemampuan, dan (4) merupakan 
gambaran kombinasi antara kompetensi spesifik dan kompetensi umum. Temuan 
Heijden ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan CBT sangat 
menguntungkan bagi para pekerja, karena dapat meningkatkan kinerjanya, 
kepribadian dan kompetensinya. 
Neldi Awan (2012) dalam penelitiannya menemukan ada pola hubungan 
kausal yang samaantara kurikulum SMK, proses pembelajaran, sarana dan 
prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan dengan prestasi uji kompetensi. 
Hasil penelitian merekomendasi bahwa besarnya koefesien alur dapat digunakan 
sebagai pedoman dasar dalam perencanaan intervensi peningkatan prestasi uji 
kompetensi di SMK, sedangkan dalam konteks kebijakan dapat digunakan sebagai 
dasar perencanaan proses belajar di sekolah untuk meningkatkan prestasi uji 
kompetensi. 
Budi Santosa (2014) dalam penelitiannya tentang uji kompetensi terpadu 
menemukan bahwa model uji kompetensi terpadu di SMK meliputi hal hal 
berikut. (a) standar kompetensi dikembangkan berdasarkan perpaduan antara 
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SKKNI dengan standar kompetensi lulusan; (b) silabus disinkronisasi dengan 
kebutuhan pekerjaan yang ada di industri; (c) komponen pembelajaran di SMK 
meliputi: guru, siswa  dengan melaksanakan materi soft skill; dan (d) siswa 
melaksanakan prakerin dengan fokus pada kluster kompetensi dan uji kompetensi. 
Hasil penelitian ini mengisyaratkan agar uji kompetensi yang dilakukan oleh 
siswa SMK dapat meningkatkan kompetensi siswa dan sekaligus mendapat 
pengakuan dari lembaga sertifikasi independen, maka uji kompetensi di SMK 
dilakukan secara terpadu. 
Penelitian Soenarto, dkk (2014) tentang evaluasi dampak SMK 4 tahun 
terhadap kinerja lulusan menunjukkan bahwa: (1) masa tunggu lulusan SMK 4 
tahun lebih pendek daripada lulusan SMK 3 tahun; (2) beberapa industri lebih 
menyukai lulusan SMK 4 tahun daripada lulusan SMK 3 tahun; dan (3) 
kompetensi kerja sejumlah lulusan SMK 4 tahun lebih baik daripada lulusan SMK 
3 tahun. Penelitian ini menunjukkan beberapa keunggulan lulusan SMK 4 tahun 
daripada SMK 3 tahun. 
 
K. Kerangka Pikir 
Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh para scholars ekonomi pendidikan 
adalah pendidikan menghasilkan peningkatan ketrampilan dan kemampuan dalam 
produksi. Jika ketrampilan dan kemampuan untuk memproduksi meningkat, maka 
pertumbuhan ekonomi meningkat. 
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SMK merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan lulusannya 
untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang akan menjadi bekal 
untuk bekerja. Sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan sebagai job creator 
maupun sebagai worker yang berarti siap memasuki pasar kerja. 
Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk memperoleh  soft skill dan 
atau hard skill. Dalam proses pembelajaran, komponen utama yang terlibat adalah 
input, hardware, software, output, dan outcome. Input dalam pendidikan SMK 
merupakan karakteristik peserta didik yang akan diproses untuk menjadi tenaga 
trampil dan mandiri. Hardware dan software merupakan komponen penting yang 
mendukung proses, termasuk di dalamnya ketersediaan sarana dan prasarana 
pendukung. Proses mengacu pada bagaimana input yang didukung oleh hardware 
maupun software dibentuk dan diproses sehingga menghasilkan output yang 
diharapkan. Outcome adalah dampak seberapa besar kinerja lulusan SMK ketika 
bekerja di industri.  
Dalam melakukan evaluasi program SMK dapat digunakan model evaluasi 
modifikasi CIPPO (context, input, process, product, outcome). Context 
pendidikan yaitu bahwa lulusan SMK dimaksudkan untuk memenuhi lapangan 
pekerjaan di industri baik formal maupun informal. Formal dapat diartikan bahwa 
lulusan SMK diharapkan dapat mengisi tenaga kerja yang ada di industri, 
sedangkan informal dimungkinkan lulusan SMK dapat berwirausaha. Context 
pendidikan dalam penelitian ini merupakan masukan bagi input pendidikan. 
Semakin baik context pendidikan akan semakin baik pula inputnya. Sebaliknya 
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jika context pendidikan kurang baik, maka input pendidikan juga menjadi kurang 
baik.  
Input pendidikan dalam penelitian ini adalah meliputi: (a) kurikulum 
tingkat satuan pendidikan/KTSP termasuk material pembelajaran, (b) fasilitas dan 
infrastruktur fisik, (c) ketenagaan yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan 
tenaga kependidikan, (d) keuangan, (e) kesiswaan, dan (f) hubungan masyarakat. 
Input pendidikan merupakan masukan bagi proses pendidikan.Input pendidikan 
akan berpengaruh terhadap proses pendidikan. Semakin baik input pendidikan 
akan semakin baik prosesnya, dan sebaliknya.  
Proses pendidikan dalam penelitian ini terdiri dari proses kegiatan belajar 
mengajar (KBM) di sekolah dan KBM di industri. Efektivitas KBM di sekolah 
dan di industri ditentukan oleh: (a) metoda pembelajaran yang digunakan dan 
dikembangkan, (b) materi pembelajaran sesuai kebutuhan, (c) sistem penilaian 
dan evaluasi, (d) kepemimpinan sekolah, (e) adanya budaya mutu, (f) komunikasi 
warga sekolah, (g) keterbukaan/transparansi manajemen sekolah, (h) kualitas 
hubungan/kerjasama antara sekolah dengan industri, dan (i) pengelolaan tenaga 
kependidikan. Proses pendidikan merupakan masukan product pendidikan. 
Semakin baik proses pendidikan akan semakin baik pula product pendidikannya, 
dan sebaliknya. 
Product pendidikan dalam penelitian ini diukur dari prestasi akademik dan 
prestasi non akademik siswa. Prestasi akademik ditentukan oleh kualitas 
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki siswa/lulusan, sedangkan 
prestasi non akademik didilihat atau diukur dari banyaknya penghargaan yang 
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dicapai siswa dalam bidang non akademik. Kualitas product pendidikan akan 
mempengaruhi outcome pendidikan. Product pendidikan yang baik dapat 
menghasilkan outcome yang baik pula.  
Outcome pendidikan merupakan tujuan akhir dari rangkaian proses 
pendidikan, kompetensi kerja atau kinerja lulusan SMK bekerja di lapangan atau 
industri. Outcome pendidikan dalam penelitian ini adalah kinerja lulusan setelah 
bekerja di tempat kerja yang dapat diukur dari pengakuan industri di tempat 










Gambar 2. Kerangka pikir evaluasi Implementasi kebijakan SMK 
 
Dengan pemikiran ini, pembahasan tentang peran pendidikan SMK 
terhadap pertumbuhan perekonomian akan melibatkan pembahasan SMK dengan 
komponen-komponen pendidikan yang meliputi: siswa sebagai input, sarana dan 
prasarana, serta proses pembelajaran yang terlibat. Dengan unsur/komponen yang 
berkualitas, diharapkan SMK akan menghasilkan ouput yang berkualitas yaitu 
lulusan yang cerdas, trampil dan siap kerja sehingga siap memasuki pasar kerja. 
Keterserapan para lulusan yang merupakan output SMK akan meningkatkan 
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produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
melalui terciptanya nilai tambah terhadap barang dan jasa yang terdapat dalam 
perekonomian. Selain itu pula sebagai suatu entitias, eksistensi SMK juga dapat 
dijelaskan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-
anaknya untuk menempuh studi di jenjang SMK. Semakin tinggi tingkat 
partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula kualitas SDM yang dapat digunakan 
dalam pengolahan sumber daya yang tersedia dalam perkonomian. 
 
L. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka berfikir penelitian, kajian teori dan penelitian 
relevan diajukan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
1. Bagaimana kurikulum SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun? 
2. Bagaimana kompetensi lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun? 
3. Bagaimana kinerja lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun?  
4. Bagaimana kompetensi guru pada SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun? 
5. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun? 
6. Bagaimana pengakuan industri terhadap kompetensi lulusan SMK 3 tahun 
dan SMK 4 tahun? 
7. Bagaimana pembiayaan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun? 
8. Bagaimana dampak program SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun terhadap 
kompetensi lulusan? 
9. Apakah ada perbedaan secara signifikan kinerja lulusan program SMK 3 






A. Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi yang bertujuan untuk 
mengevaluasi kinerja lulusan SMK 4 tahun dan SMK 3 tahun melalui 
pengumpulan data, penyajian informasi, dan keadaan sesungguhnya di 
lapangan. Data penelitian terdiri atas data kuantitatif: jumlah lulusan, masa 
tunggu, penghasilan, produktivitas kerja, sedang data kualitatif berupa kepuasan 
kerja, pengakuan kompetensi lulusan dari industri, dan etika kerja lulusan. Data 
kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif, sedangkan data kualitatif 
digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif serta keunggulan SMK 4 
tahun. 
Evaluasi ini difokuskan pada lima komponen pendidikan, yaitu: context, 
input, process, product, dan outcomes. Hasil evaluasi digunakan sebagai  
masukan bagi penyelenggara program. Model modifikasi CIPP yang disebut 
CIPPO digunakan untuk mengevaluasi context, input, process, product, dan 
outcomes. Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi model CIPPO digunakan dalam 
satu kesatuan yang utuh untuk mengevaluasi pelaksanaan program SMK 4 tahun 
dan SMK 3 tahun. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan di 8 SMK 4 tahun dan 8 SMK 3 tahun di 
Indonesia, pada bulan Agustus – Oktober 2016. Delapan SMK 4 tahun yang 
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digunakan sebagai sampel merupakan keseluruhan SMK rintisan "Proyek 
Perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan" dengan masa studi 4 
tahun. Delapan SMK 3 tahun dipilih secara purposive dengan 
mempertimbangkan kesamaan karakteristik daerah dengan SMK 4 tahun. 
Sampel penelitian ini dijelaskan secara rinci pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
 
Tabel 3. Daftar STM Negeri Perintis Pembangunan Indonesia (4 tahun) 
No. Tahun STM Negeri 
Pembangunan 
Nama Sekarang Alamat Webside 
1 1971 Jakarta SMK N 26 
Jakarta 
smkn26jakarta.sch.id 
2 1971 Semarang SMK N 7 
Semarang 
smkn7smg.sch.id 




4 1973 Surabaya SMK N 5 
Surabaya 
smkn5-sby.sch.id 
5 1973 Ujung pandang SMK N 5 
Makassar 
smkn5mks.sch.id 
6 1973 Bandung SMK N 1 Cimahi smkn1-cmi.sch.id 
7 1973 Pekalongan SMK N 3 
Pekalongan 
smkn3pekalongan.sch.id 















Nama Sekarang Alamat Webside 
1  Jakarta SMK N 52 
Jakarta 
http://smkn52jkt.net 
2  Semarang SMK N 1 
Semarang 
http://smkn1smg.sch.id 
3  Yogyakarta SMK N 2 
Yogyakarta  
http://smk2-yk.sch.id 
4  Surabaya SMK N 2 
Surabaya 
http://smkn2sby.sch.id/ 
5  Ujung 
pandang 
SMK N 2 
Makassar 
http://www.smkn2mks.sch.id 
6  Bandung SMK N 6 
Bandung 
http://smkn6bdg.tripod.com 
7  Pekalongan SMK N 1 Tegal http://www.smkn1adw.sch.id/ 




C. Subyek Penelitian 
Responden penelitian ini terdiri atas unsur SMK, dunia usaha, duni industri 
dan alumni yang disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa subjek 
penelitian mencakup pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 
terselenggaranya SMK program 4 tahun dan 3 tahun. Secara rinci, subyek 
penelitian ini terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program 
keahlian, koordinator BKK, koordinator BP, Tim ISO, guru, siswa, alumni, komite 







Tabel 5. Jumlah dan Sebaran Responden 





1 Kepala Sekolah 8 8 16 
2 Wakil Kepala Sekolah 32 32 64 
3 Ketua Program Keahlian (5 
Program keahlian/BELMO) 
40 40 80 
4 Koordinator Bursa Kerja 
Khusus/BKK 
8 8 16 
5 Koordinator Bimbingan 
Penyuluhan/BP 
8 8 16 
6 Tim ISO 8 8 16 
7 Guru (BELMO) @ 5 orang 40 40 80 
8 Siswa (BELMO) @ 5 orang 40 40 80 
9 Alumni (BELMO) @ 5 orang 40 40 80 
10 DUDI (BELMO) @ 5 orang 40 40 80 
11 Komite Sekolah 8 8 16 
 Jumlah 272 272 544 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner dan dokumentasi, sedangkan data kualitatif diperoleh dengan 
wawancara dan observasi.  
1. Kuesioner 
Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan model 
Skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Validitas isi kuesioner divalidasi 
oleh pakar, validitas konstruk dibuktikan dengan menggunakan analisis 





Observasi dilakukan di sekolah dan industri. Observasi di sekolah 
dilakukan untuk mengetahui kinerja guru di kelas di laboratorium, dan di bengkel; 
keberadaan dan keberfungsian sarana prasarana; dan proses pembelajaran di kelas, 
di laboratorium, dan di bengkel. Observasi di industri dilakukan untuk mengetahui 
kinerja lulusan SMK 4 tahun dan 3 tahun. Observasi dilakukan peneliti dan 
pembantu peneliti yang terlatih dengan menggunakan pedoman observasi. 
3. Wawancara 
 Wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang berupa 
kepuasan kerja, pengakuan kompetensi lulusan dari industri, dan etika kerja 
lulusan, dan proses pembelajaran di kelas, laboratorium, dan bengkel. Wawancara 
dilakukan peneliti dan pembantu peneliti yang terlatih dengan menggunakan 
pedoman wawancara. 
4. Dokumentasi 
 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi 
geografis, landasan hukum, kebijakan, prestasi akademik, animo, dan serapan 
lulusan yang secara rinci disajikan pada Tabel 6. 
Tabel 6 Aspek dan Indikator Penelitian  
Evaluasi Kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan  
 
No Aspek Indikator Sumber Data 
1 Contexct Kondisi geografis Dokumentasi  
Kondisi sosial Dokumentasi 
Kondisi ekonomi Dokumentasi 
Tantangan masa depan Dokumentasi 
Aspirasi pendidikan Dokumentasi 
Daya dukung masyarakat Dokumentasi 
Landasan hukum/kebijakan Dokumentasi 
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No Aspek Indikator Sumber Data 
2 Input Kebijakan Dokumentasi 
Tujuan Dokumentasi 
Sasaran mutu Dokumentasi 
Ketersediaan sumber daya Dokumentasi 
Kompetensi staf Dokumentasi 
Harapan prestasi yang tinggi Dokumentasi 
Fokus pada pelanggan Dokumentasi 
Input manajemen Dokumentasi 














Budaya mutu sekolah Angket dan 
dokumentasi 






Evaluasi program sekolah Angket dan 
dokumentasi 
Komunikasi warga Angket dan 
dokumentasi 
Akuntabilitas manajemen Angket dan 
dokumentasi 
Sustainabilitas sekolah Angket dan 
dokumentasi 
4 Product Prestasi akademik Dokumentasi 
Prestasi non akademik Dokumentasi 
5 Outcomes Serapan lulusan Dokumentasi 
Tingkat animo siswa baru Dokumentasi 
Citra sekolah Dokumentasi dan 
angket 
Kinerja lulusan di industri Dokumentasi dan 
angket 





E. Instrumen Penelitian 
Pengembangan instrumen penelitian dilakukan melalui kegiatan 
FGD melibatkan pakar, praktisi pendidikan kejuruan, dan para pemangku 
kepentingan. Langkah-langkah yang dilakukan pada FGD adalah: 1) 
Peneliti memaparkan maksud dan tujuan penelitian serta variabel 
penelitian, 2) Para panelis memeriksa sistematika dan keterbacaan 
instrumen penelitian, 3) Diskusi untuk memberikan tanggapan terhadap 
instrumen, dan 4) Rekomendasi dan perbaikan instrumen penelitian.  
 
1. Hasil Validitas Instrumen 
Validitas konstruk kuesioner dengan menggunakan analisis 
faktor eksploratori menunjukkan bahwa kuesioner untuk mengungkap 
process, product, dan outcomes termasuk kategori valid. Pedoman 
wawancara dan pedoman observasi dibuktikan validitasnya dengan 
expert judgment. 
2. Reliabilitas Instrumen 
Estimasi reliabilitas kuesioner menggunakan formula Alpha 
Cronbach yang hasilnya disajikan pada Tabel 7. Semua instrumen 
memenuhi syarat reliabilitas, lebih besar dari 0,70 (Djemari Mardapi, 
2017). 










F. Teknik Analisis Data  
Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif 
yang berupa nilai tendensi sentral kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian dipaparkan dan dibahas secara urut sesuai dengan pertanyaan 
penelitian  
1. Kurikulum  
Hasil penelitian berkaitan dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah 
penyelenggara SMK program 4 tahun dan 3 tahun ditunjukan oleh tabel 8 dan 9. 
Tabel 8. Kurikulum SMK Program Empat Tahun 
No SMK 4 Tahun Kurikulum Keterangan  
1.  SMK Negeri 1 
Temanggung 
Kurikulum 
Nasional    
1. PT. Suryo Sosro Kencono 
2. PT. Tirtamas Lestari 
Temanggung 




1. PT. Nasmoco Pemuda 
Semarang 
2. Alcona Utama Nusa 




1. PT. Samsung 
2. PT. Indosat  
4.  SMK N 2 Depok Kurikulum 
Nasional 
1. PT. Madu Baru Yogyakarta 
2. PT. Zyrexindo Mandiri Buana 
5.  SMK N 5 Surabaya Kurikulum 
Nasional 
1. Auto 2000 Raya Waru Sidoarjo  
2. PT. Gudang Garam Tbk. 
Pandaan Pasuruan 
 
Tabel 8 menunjukan bahwa sekolah penyelenggara SMK program 4 tahun 
menggunakan kurikulum nasional dan bekerja sama dengan dunia industri untuk 
merancang dan memperkaya muatan kurikulum dengan menambah beberapa mata 
pelajaran tambahan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Setiap 
sekolah bekerjasama dengan dunia industri pasangan untuk memperkaya isi 
kurikulum, menentukan tempat praktik industri, menyaluran tenaga kerja atau 
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melakukan kerjasama dalam bentuk bantuan peralatan untuk sekolah. Kerjasama 
dalam penyusunan kurikulum SMK antara pihak sekolah dan industri memiliki 
fungsi dan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan link and match 
kompetensi lulusan SMK program 4 tahun dengan dunia usaha dan dunia industri.  
Kurikulum yang diterapkan pada SMK program 3 tahun diketahui tidak 
jauh berbeda dengan SMK program 4 tahun.  SMK program 3 tahun juga 
menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan dengan kebutuhan dunia 
industri (lihat Tabel 9). Kerjasama SMK 4 tahun dan 3 tahun dengan industri pada 
dasarnya hampir sama, namun lama PKL siswa SMK 4 tahun lebih lama daripada 
SMK 3 tahun sehingga  kompetensi lulusan SMK 4 tahun lebih baik. 
Tabel 9. Kurikulum SMK program Tiga Tahun 
No SMK 3 Tahun Kurikulum Keterangan 




1. PT. Sidodadi Berlian Motors 
(Mitsubishi) 
2. PT Karya Zirang Utama (Izusu) 
3.  SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
Kurikulum 
Nasional    
1. United Tractor 
2. PT. Start Onde Mitra 
Telekomunikasi 
4.  SMK Negeri 2 
Surabaya 
Kurikulum 
Nasional    
1. PT. Toyota Astra Motor/ Auto 2000 
2. PT. Honda Surya Agung Motor 
3.  SMK Negeri 6 
Bandung 
Kurikulum 
Nasional    
1. PT. Bita Enarco Engineering 
2. PT. Sapta Karya 
3.  SMK N 1 Trucuk Kurikulum 
Nasional 
1. PT Charoeh Pokphand 
2. Kelompok Tani "Ngudi Rizki" 
(Tanaman Ternak) 
 
2. Kompetensi Lulusan  
Kompetensi lulusan dalam pembahasan ini ditinjau dari sudut pandang 








5) Kemampuan teori 
6) Kemampuan praktek 
7) Rasa percaya diri 
8) Ketelitian 
9) Kreativitas 
10) Tanggung Jawab 
11) Kepemimpinan 
Sebelas aspek tersebut merupakan indikator yang akan di tinjau dari 
perspektif kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebagai pihak yang 
mengetahui kompetensi lulusan berdasarkan kemampuan yang dimiliki selama 
menjadi siswa sampai siswa tersebut menyelesaikan masa studinya di SMK. 
Grafik dibawah merupakan perbandingan kompetensi siswa SMK program 4 
tahun SMK program 3 tahun.  
 
Gambar 3. Kompetensi lulusan SMK 3 tahun dan 4 tahun  
menurut persepsi sekolah secara akumulatif 
 
Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa kompetensi lulusan SMK 4 tahun 
sangat baik. 100 % lulusan SMK program 4 tahun memiliki kompetensi yang 
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sangat baik. Lebih lanjut diketahui pula bahwa 64% lulusan SMK program 3 
tahun menguasai kompetensi dengan sangat baik, sementara 34% lainnya 
termasuk dalam kategori baik. Gambaran yang lebih detail mengenai kompetensi 
lulusan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun menurut pandangan sekolah, disampaikan 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4. Pencapaian kompetensi lulusan SMK 3 tahun dan 4 tahun menurut 
persepsi sekolah 
 
Gambar 4 menunjukan bahwa lulusan SMK 4 tahun memiliki beberapa 




4) Kemampuan teori 





Berdasarkan sebelas kompetensi yang dinilai, SMK 4 tahun memiliki tujuh 
keunggulan daripada SMK 3 tahun. Empat kompetensi lainnya memiliki 
persentase yang sama dan tidak ada kompetensi yang lebih rendah dari pada SMK 
3 tahun. 
 
3. Kinerja lulusan 
Fokus penelitian adalah kinerja lulusan SMK yang ditinjau dari sudut 
pandang industri sebagai “pengguna” lulusan. Aspek yang diamati meliputi 
kerjasama, kedisiplinan, etika/moral, keuletan, kemampuan teori, kemampuan 
praktek, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, kepemimpinan dan tanggung 
jawab. Gambar 5 menunjukan kinerja lulusan berdasarkan respons dari pengguna 
lulusan.  
 
Gambar 5. Kinerja lulusan SMK 3 tahun dengan SMK 4 tahun menurut 




Gambar 5 menunjukan bahwa menurut DUDI 36% lulusan SMK 4 tahun 
memiliki kinerja yang sangat baik sedangkan 64% lainnya berpendapat bahwa 
lulusan SMK program 4 tahun berada pada level baik. Berbeda dengan kinerja 
lulusan SMK program 4 tahun, Seluruh (100%)  lulusan SMK program 3 tahun 
memiliki kinerja yang baik dan tidak ada yang berada pada level sangat baik. 
Gambar 6 menunjukan  kinerja lulusan SMK program 4 tahun dan 3 tahun secara 
rinci berdasarkan 11 aspek yang diteliti.  
 
Gambar 6. Kinerja lulusan SMK 3 tahun dengan SMK 4 tahun menurut industri 
pada 11 aspek 
 
Berdasarkan gambar 6, tampak bahwa menurut pandangan industri, 
lulusan SMK 4 tahun memiliki keunggulan dibandingkan lulusan SMK 3 tahun, 
yaitu dalam hal: 
a. Disiplin 
b. Keuletan 
c. Kemampuan teori  
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d. Kemampuan praktek 




Pada aspek kerjasama sesama siswa (team work), baik lulusan SMK 
program 3 tahun maupun 4 tahun termasuk kategori baik, tetapi lulusan SMK 
program 3 tahun cenderung lebih baik.  
 
4. Kompetensi Guru  
Kompetensi guru di SMK program 4 tahun dan SMK 3 tahun ditinjau dari 
persepsi siswa, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Data kompetensi guru 
diluhat dari sudut pandang cara mengajar teori, mengajar praktik, disiplin 
mengajar, kehadiran mengajar, kemampuan membimbing karir siswa, serta 
kemampuan guru dalam membimbing belajar siswa diperoleh dari respon siswa. 
Sedangkan data kompetensi guru ditinjau dari bagaimana mengajar teori, 
mengajar praktik, mendapatkan penghargaan, menghasilkan karya teknologi, 
komitmen dalam membimbing siswa, melakukan penelitian, menghasilkan bahan 
ajar, mengembangkan lab/bengkel, serta membangun kerjasama dengan DU/DI 




Gambar 7. Kompetensi guru menurut siswa pada SMK 3 tahun dan SMK 4 
tahun 
 
Gambar 7 menunjukan bahwa menurut siswa 33% guru yang mengajar 
pada SMK program 4 tahun memiliki kompetensi yang sangat baik, sedangkan 
67% guru berada dalam level baik. Kondisi ini tidak lebih lebih baik jika 
dibandingkan dengan hasil pendapat siswa mengenai kompetensi gurunya pada 
SMK program 3 tahun dimana 67% guru etrmasuk dalam kategori sangat baik dan 
33% lainnya berada pada kategori baik. Secara detail, kondisi masing-masing 
aspek kompetensi guru menurut siswa untuk SMK program 4 tahun dan SMK 




Gambar 8. Diagram pencapaian aspek kompetensi guru SMK 3 dan 4 tahun 
tahun menurut siswa 
 
Selain siswa, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga merupakan 
pihak yang menjadi responden untuk menilai kompetensi guru di SMK. 
Kompetensi guru menurut kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terlihat pada 
Gambar 9: 
 
Gambar 9. Kompetensi guru SMK 3 dan 4 tahun menurut kepala sekolah dan 




Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar 9, menurut Kepala 
sekolah dan wakil kepala sekolah , antara SMK program 4 tahun dengan SMK 
dengan program 3 tahun memiliki guru dengan kompetensi yang sama. Sebagian 
besar aspek kompetensi guru menurut kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 
pada kondisi sangat baik dan baik. Namun, masih ada guru yang terindikasi 
memiliki aspek kompetensi yang tidak baik, yaitu sebesar 11%.  
 
Gambar 10. Kompetensi guru SMK 3 dan 4 tahun menurut kepala sekolah 
dan wakil kepala sekolah secara rinci 
 
Berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada Gambar 10, sebagian besar 
kompetensi guru menurut kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada masing-
masing aspek berada pada kondisi yang sama antara SMK program 4 tahun dan 
SMK 3 tahun.  
 
5. Kondisi Sarana dan Prasarana  
Berkaitan dengan sarana dan prasarana, penelitian ini berfokus pada dua 
hal utama, yaitu kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki yang ditunjukan oleh 
11 indikator (ruang kelas teori, laboratorium, bengkel, lahan praktikum, teaching 
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factory, bengkel kerjasama industri, tempat uji kompetensi (TUK), peralatan uji 
kompetensi, bahan praktikum.) dan persentase pemenuhan kebutuhan atas sarana 
dan prasarana. 
Kondisi sarana dan prasarana pada SMK program 4 tahun menunjukan 
bahwa 80% berada dalam kategori baik dan 20 % dengan kategori cukup baik. 
Hasil penelitian untuk SMK program 3 tahun menunjukan bahwa 60% sarana dan 
prasarana dalam kategori baik, 20% dalam kategori cukup baik dan 20% lainnya 
dalam kategori tidak baik. Secara umum kualitas sarana dan prasarana untuk 
kedua SMK dinyatakan baik. Namun, data menunjukan bahwa SMK 4 memiliki 
kualitas sarana dan prasarana yang lebih terawat dan berkualitas baik. 
 

















Kualitas Sarana dan Prasarana  




Gambar 12. Kualitas Sarana dan Prasarana SMK program 3 tahun 
 
Berdasarkan data hasil penelitian menunjukan bahwa kebutuhan 
sarana dan prasarana SMK 4 tahun adalah cukup dengan persentase 
75%. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan sarana dan prasana 
SMK 4 tahun sudah mencukupi. Sarana dan prasarana SMK 3 tahun 
menunjukan bahwa 80% cukup dan 20% tidak cukup. 

















Kualitas Sarana dan Prasarana 






Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana 




Gambar 14. Kebutuhan Sarana dan Prasarana SMK 3 tahun 
 
6. Pembiayaan  
Pembiyaan SMK berasal dari berbagai sumber dana yang berfungsi 
untuk membantu kelancaran program pendidikan. SMK program 4 tahun dan 
3 tahun memiliki sumber dana masing-masing yang berasal dari berbagai 
instansi baik swasta maupun instansi pemerintah. Tabel 11 menunjukan 
pembiayaan SMK 3 tahun berdasarkan jenis bantuan, sedang Tabel 10 
menunjukan hal yang sama untuk SMK 4 tahun. 
Tabel 10. Pembiayaan SMK 4 tahun 
No Jenis Bantuan 
1 Komite Sekolah 
2 BOS 
3 Bantuan Gubernur 
4 SMK Rujukan 
5 Bantuan Pemerintah 
Provinsi 
6 Bantuan Pemerintahan 
Daerah 







Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana 




Tabel 11. Pembiayaan SMK 3 tahun 
No Jenis Bantuan 
1 Komite Sekolah 




6 Bantuan UN 
7 BOP 
8 Bahan Uji Kompetensi 
9 Gaji dan Tunjangan PNS 






 SMK 4 tahun menerima sejumlah bantuan dari pemerintah daerah, 
gubernur, dan dari alumni, sedangkan SMK 3 tahun tidak menerima bantuan dari 
lembaga tersebut. Hal ini menunjukan besarnya bantuan pemerintah dan 
partisipasi alumni terhadap SMK 4 tahun. 
 
7. Dampak Program SMK Empat tahun 
Dampak penyelenggaraan SMK dapat dilihat pada kondisi lulusannya, 
yaitu baik yang bekerja, berwirausaha, maupun melanjutkan program 
pendidikan di perguruan tinggi serta lamanya waktu tunggu kerja mahasiswa. 
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Data masing-masing aspek yang berhubungan dengan dampak program SMK 
3 tahun dan SMK 4 tahun dapat dilihat pada Tabel 12.  
 
Tabel 12. Dampak Program SMK 3 Tahun dan SMK 4 Tahun terhadap Lulusan 
 
Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 12, ditinjau dari 
jumlah lulusan yang bekerja, lulusan program 4 tahun cenderung memiliki 
jumlah lulusan yang bekerja lebih banyak, yaitu 71% lulusannya bekerja. 
Nilai ini lebih tinggi dibanding lulusan dari program SMK 3 tahun yaitu 
61%. Ditinjau dari jumlah lulusan yang berwirausaha, antara SMK 3 tahun 
maupun 4 tahun memiliki jumlah yang hampir sama, yaitu sejumlah 7% 
dari jumlah keseluruhan lulusan SMK 3 tahun dan sejumlah 6% dari 
jumlah lulusan dari program SMK 4 tahun, meskipun dari SMK 3 tahun 
lebih tinggi.  
Jika dilihat dari jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi, lulusan dari SMK program 3 tahun yang melanjutkan 
studi berkisar 12% dari jumlah keseluruhan lulusan. Jumlah ini lebih 
sedikit dari persentase lulusan yang melanjutkan studi di perguruan tinggi 
dari SMK dengan program 4 tahun yaitu berkisar 14% dari jumlah 
lulusannya. 
Ditinjau dari masa tunggu kerja, lulusan dari SMK dengan program 
4 tahun memiliki masa tunggu yang lebih pendek, yaitu 0-3 bulan. Nilai 
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ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa tunggu untuk lulusan 
SMK dengan program 3 tahun, yaitu berkisar 0-12 bulan. Dengan 
demikian, bila ditinjau dari masa tunggu kerjanya, lulusan SMK 4 tahun 
lebih baik dibandingkan dengan SMK 3 tahun. Hal ini juga sejalan dengan 
kondisi gaji pada bulan pertama untuk karyawan SMK 4 tahun yang lebih 
tinggi daripada gaji untuk karyawan dari lulusan SMK 3 tahun. Lulusan 
SMK 4 tahun memiliki gaji Rp 1,1 sampai Rp 5 juta, sedangkan lulusan 
SMK 3 tahun memiliki gaji Rp 1 sampai Rp 2,5 juta. 
 
8. Kepuasan Kerja Lulusan 
Kepuasan kerja lulusan diamati berdasarkan 9 aspek, yaitu:  
a. Penghasilan  
b. Suasana kerja 
c. Hubungan dengan atasan 
d. Hubungan sesama teman  
e. Keinginan pindah kerja 
f. Kepuasan kerja 
g. Fasilitas kerja  
h. Lingkungan kerja 




Gambar 15. Kepuasan kerja lulusan SMK 3 tahun dan 4 tahun 
 
Kepuasan kerja lulusan SMK 4 tahun adalah 67% pada kategori 
tinggi, 22% pada kategori menengah, dan 11% pada kategori rendah, 
sedangkan kepuasan kerja lulusan SMK 3 tahun dari 9 aspek yang diamati 
menunjukkan bahwa 56% pada kategori tinggi, 33% pada kategori 
menengah, dan 11% pada kategori rendah. Sedangkan untuk Secara lebih 
rinci, kepuasan kerja lulusan dapat dilihat dalam visualisasi Gambar 16. 
 
Gambar 16. Kepuasan kerja lulusan  
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Berdasarkan Gambar 16, diketahui bahwa pada aspek penghasilan dan 
fasilitas kerja, baik lulusan SMK 3 tahun maupun 4 tahun memiliki tingkat 
kepuasan pada kategori menengah. Aspek jaminan kesehatan berdasarkan 
gambar di atas menunjukkan bahwa kepuasan lulusan SMK 4 tahun berada 
pada kategori tinggi dan kepuasan lulusan SMK 3 tahun berada pada kategori 
menengah. Aspek keinginan pindah kerja baik menurut lulusan SMK 4 tahun 
maupun 3 tahun berada pada kategori rendah. Sedangkan untuk aspek lainnya, 





Baik SMK program 4 tahun mupun program 3 tahun menggunakan 
kurikulum yang sama, yaitu kurikulum nasional. Selain kurikulum nasional, 
kurikulum kedua program SMK tersebut disempurnakan dengan  masukan-
masukan dari industri pasangan. Masukan dari industri pasangan bermanfaat 
untuk merancang beberapa mata pelajaran tambahan untuk memperkaya 
pengetahuan siswa sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Mata pelajaran 
tambahan dikemas melalui melalui muatan lokal berupa kompetensi yang 
dibutuhkan menurut perspektif dunia industri.  
Selain pengembangan kurikulum, SMK dan dunia industri memiliki 
beberapa jenis kerjasama strategis untuk menyempurnakan perancangan 
kurikulum siswa. Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama perancangan 
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kurikulum, kerjasama tempat praktik industri, kerjasama penempatan kerja, 
kerjasama penyaluran kerja dan lain sebagainya. Secara umum, meskipun SMK 3 
tahun dan SMK 4 tahun memiliki kerjasama dengan industri yang hampir sama, 
tetapi SMK 4 tahun memiliki kerjasama yang lebih kuat dengan dunia industri. 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri yang bekerja dan menjalin 
hubungan saling menguntungkan dengan pihak SMK 4 tahun. Intensitas 
kerjasama dunia industri dengan SMK program 4 tahun menunjukan dunia 
industri memiliki ketertarikan lebih terhadap SMK 4 tahun karena dipandang 
memiliki kompetensi yang lebih matang.  
 
2. Kompetensi Lulusan  
Kompetensi lulusan SMK program 4 tahun dan 3tahun ditinjau dari 11 
indikator yaitu; kerjasama, disiplin, etika, keuletan, kemampuan teori, 
kemampuan praktik, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, tanggung jawab, dan 
kepemimpinan. Secara keseluruhan SMK 4 tahun lebih unggul dari SMK 3 tahun 
yang ditinjau dari pandangan pihak sekolah dengan responden adalah kepala 
sekolah dan wakil kepala sekolah. Kompetensi lulusan SMK program 4 tahun 
menurut sekolah unggul pada tujuh aspek, yaitu kerjasama, kedisiplinan, keuletan, 
kemampuan teori, rasa percaya diri, kreatifitas dan kepemimpinan. Keunggulan 
tersebut merupakan dampak dari matanya pengalaman terjun ke lapangan yang 
diperoleh siswa melalui program PKL yang memakan waktu lebih lama 
dibandingkan SMK program 3 tahun. Berbekal keunggulan pada 7 aspek tersebut 
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lulusan SMK 4 tahun dipandang memiliki kompetensi yang lebih baik dan lebih 
siap untuk memasuki lapangan pekerjaan.  
 
3. Kinerja Lulusan  
Pada penelitian ini kinerja lulusan SMK ditinjau dari sudut pandang 
industri sebagai “pengguna” lulusan secara keseluruhan SMK program 4 tahun 
diketahui lebih unggul daripada SMK program 3 tahun. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa lulusan SMK program 4 tahun lebih unggul pada 8 aspek, 
yaitu kedisiplinan, keuletan, kemampuan teori, kemampuan praktek, keuletan, 
kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, 
dan kepimpinan. Sama halnya dengan kompetensi lulusan menurut sekolah, 
keunggulan dalam 8 aspek tersebut merupakan dampak dari lamanya proses PKL 
yang membekali siswa dengan pengalaman kerja yang lebih banyak dan matang. 
Namun, selain unggul pada 8 aspek tesebut, lulusan SMK program 4 tahun tidak 
lebih baik pada aspek kerjasama. Rendahnya aspek kerjasama yang dimiliki 
lulusan SMK program 4 tahun disebabkan oleh tingginya kompetensi dan 
banyaknya pengalaman yang dimiliki lulusan SMK 4 tahun sehingga lulusan-
lulusan tersebut mampu mengerjakan pekerjaan-perkerjaan yang diberikan secara 
mandiri.  
 
4. Kompetensi Guru  
Kinerja guru ditinjau dari persepsi siswa dilihat dari bagaimana mengajar 
teori, mengajar praktik, disiplin mengajar, kehadiran mengajar, kemampuan 
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membimbing karir siswa, serta kemampuan guru dalam membimbing belajar 
siswa. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kompetensi guru SMK 
program 4 tahun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kompetensi guru SMK 
program 3 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tuntutan kompetensi 
guru pada SMK program 4 tahun jika dibandingkan dengan guru SMK program 3 
tahun, sehingga rendahnya tingat kompetensi guru pada SMK program 4 tahun 
pada penelitian ini bukan dikarenakan rendahnya kompetensi yang dimiliki guru 
tetapi tingginya kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru pada SMk 
program 4 tahun.  
Menurut kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kinerja guru ditinjau 
dari bagaimana mengajar teori, mengajar praktik, mendapatkan penghargaan, 
menghasilkan karya teknologi, komitmen dalam membimbing mahasiswa, 
melakukan penelitian, menghasilkan bahan ajar, mengembangkan lab/bengkel, 
serta membangun kerjasama dengan DU/DI. Berdasarkan aspek-aspek tersebut 
diketahui bahwa kinerja guru SMK program 4 tahun lebih baik daripada guru 
SMK program 3 tahun dalam menghasilkan bahan ajar, mengembangkan bengkel 
serta membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri karena guru 
pada SMK program 4 tahun dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang 
lebih optimal kepada peserta didik dalam rangka membekali peserta didiknya 
dengan pengetahuan dan pengalaman yang matang. Selain itu hasil penelitian ini 
juga menunjukan bahwa komitmen guru SMK program 4 tahun dalam 
membimbing peserta didiknya lebih baik daripada SMK program 3 tahun. 
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Meskipun dinyatakan lebih baik, masih terdapat 11% guru SMK program 4 tahun 
yang dinyatakan memiliki kompetensi yang tidak baik pada kedua program. 
5. Sarana dan Prasarana 
Aspek sarana dan prasarana ditinjau dari kondisi/kualitas sarana dan 
prasarana yang dimiliki dan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut. 
Adapun aspek-aspek yang yang menjadi fokus penelitian ini yaitu ruang kelas 
teori, laboratorium, bengkel, lahan praktikum, teaching factory, bengkel 
kerjasama industri, tempat uji kompetensi (TUK), peralatan uji kompetensi, dan 
bahan praktikum. Sarana dan prasarana SMK 4 tahun menunjukan 80% dengan 
kategori baik dan 20 % dengan kategori cukup baik. Kebutuhan sarana dan 
prasarana SMK 4 tahun adalah 75% cukup dan 25% tidak cukup. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan, sarana prasana yang dimiliki SMK program 4 
tahun memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan SMk program 3 
tahun, namun kecukupan sarana prasarana tidak lebih baik daripada SMK 
program 3 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan sarana prasarana yang 
lebih memadai pada SMK program 4 tahun untuk menyelenggarakan pendidikan 
kejuruan dengan masa studi lebih lama. Oleh karena itu adanya perbaikan sarana 
dan prasarana merupakan hal yang sangat baik untuk meningkatkan keterampilan 
siswa. 
Kondisi pada SMK program 3 tahun (Kualitas baik namun kecukupan 
mencapai 80%)  mengarah pada dua kemungkinan apabila kebutuhan masih 
dalam kondisi yang cukup tetapi kualitas dalam keadaan yang baik tetapi butuh 
perbaikan, maka dapat disimpulkan bahwa peralatan yang digunakan di SMK 3 
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tahun adalah peralatan yang sudah out of date atau ketinggalan zaman dan 
membutuhkan pembaruan sehingga peralatan yang dimiliki tidak hanya cukup 
dari segi kuantitas tetapi juga memiliki kondisi yang baik dari segi kualitas. 
6. Pembiayaan  
Berdasarkan data biaya sekolah SMK 3 tahun lebih banyak daripada SMK 
4 tahun. Hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi oleh fasilitas SMK 4 
tahun, khususnya sarana prasarana praktik lebih baik dari pada SMK 3 tahun, 
sehingga SMK 3 tahun perlu mendapatkan dana lebih untuk menunjang 
pembelajaran. Sarana prasarana yang sudah memadai di SMK 4 tahun secara 
keseluruhan telah memiliki alat dan bahan serta bengkel/laboratorium yang 
lengkap, sedangkan SMK 3 tahun dalam hal sarana prasarana masih kurang 
sehingga membutuhkan dana yang banyak untuk menunjang pembelajaran. Data 
sekolah yang sudah diobservasi SMK 3 tahun ada 14 sumber dana dan SMK 4 
tahun ada 7 sumber dana. 
7. Dampak Program  
Secara keseluruhan performance lulusan SMK 4 tahun lebih unggul 
daripada lulusan SMK 3 tahun. Lulusan SMK 4 tahun memiliki lebih banyak 
lulusan yang bekerja dengan masa tunggu lebih singkat (0-3 bulan) dan gaji yang 
lebih tinggi (1,1-5 juta rupiah) jika dibandingkan dengan SMK program 3 tahun.  
Fenomena tersebut disebabkan oleh masa belajar SMK program 4 tahun yang 
lebih lama dibandingkan SMK program 3 tahun. Masa studi yang lebih panjang 
menyebabkan pengalaman dan pengetahuan lebih matang. Kompetensi yang 
dipelajari selama 4 tahun juga berdampak pada masa tunggu bekerja sekitar 0-3 
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bulan. Sebaliknya, berbeda dengan SMK 3 tahun yang masa tunggunya lebih lama 
sekitar 0-12 bulan. Tetapi, jiwa wirausaha SMK 3 tahun lebih baik daripada SMK 
4 tahun dikarenakan keterampilan yang dipelajari selama 3 tahun lebih fleksibel 
bagi lulusan untuk berwirausaha, bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Sedangkan, lulusan SMK 4 tahun lebih dominan memilih bekerja atau 
melanjutkan ke perguruan tinggi.  
8. Kepuasan kerja lulusan 
Kepuasan kerja lulusan SMK ditinjau dari 9 aspek yaitu penghasilan, 
suasana kerja, hubungan dengan atasan, hubungan sesama teman, keinginan 
pindah kerja, kepuasan kerja, fasilitas kerja, lingkungan kerja, dan jaminan 
kesehatan. Berdasarkan banyaknya aspek kepuasan kerja yang berada pada kateori 
tinggi, maka lulusan SMK program 4 tahun kepuasan kerjanya lebih baik daripada 
lulusan SMK program 3 tahun. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa SMK 3 
tahun 56% pada kategori tinggi, 33% pada kategori menengah, dan 11% pada 
kategori rendah. Sedangkan untuk kepuasan kerja lulusan SMK 4 tahun adalah 
67% pada kategori tinggi, 22% pada kategori menengah, dan 11% pada kategori 
rendah.  
Delapan aspek kepuasan kerja lulusan SMK program 4 tahun dan 3 tahun 
berada pada kategori yang sama yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Jika dilihat 
lebih rinci, dari 8 aspek kepuasan yang mekiliki kategori yang sama, maka 
kepuasan kerja lulusan SMK program 3 tahun lebih baik daripada kepuasan kerja 
lulusan SMK program 4 tahun dalam 5 hal yaitu: 1) suasana kerja; 2) hubungan 
dengan atasan; 3) hubungan sesama teman; 4) kepuasan kerja; dan 5) lingkungan 
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kerja. Jika dilihat dari aspek penghasilan, baik lulusan SMK program 4 tahun 
maupun 3 tahun kepuasannya berada pada kategori menengah, sedangkan 
keinginan pindah kerja termasuk rendah. Pada aspek jaminan kesehatan, kepuasan 
kerja lulusan SMK program 4 tahun lebih baik daripada lulusan SMK program 3 
tahun. Kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan SMK program 3 tahun dapat 
disebabkan oleh rendahnya upah lulusan SMK 3 tahun sehingga pengguna lulusan 
cenderung lebih menyukai lulusan SMK program 3tahun dari segi pembiayaan. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Meskipun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, SMK program 4 
tahun dan SMK program 3 tahun tetap dibandingkan dengan mempertimbangkan 
kesamaan jenis dan level pendidikan serta tujuannya untuk mempersiapkan 











SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian, maka simpulan 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Kurikulum SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun secara umum memiliki 
persamaan yaitu menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan 
berdasarkan keperluan dunia industri dengan melibatkan industri 
pasangan. 
2. Kompetensi lulusan SMK 4 tahun  lebih baik dibanding kompetensi 
lulusan SMK 3 tahun apabila ditinjau dari persentase kompetensi lulusan 
bahwa kompetensi lulusan SMK 4 tahun dinyatakan 100% masuk dalam 
kateogri sangat baik, sedangkan kompetensi lulusan SMK 3 tahun 
dinyatakan 64% masuk dalam kateogri sangat baik dan 36% masuk dalam 
kategori baik.  
3. Kinerja lulusan SMK program 4 tahun menurut pendapat industri lebih 
baik dibanding kinerja lulusan SMK program 3 tahun. Lulusan SMK 4 
tahun memiliki keunggulan dalam 8 hal yaitu: disiplin, keuletan, 
kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, 
kreativitas, dan kepemimpinan. Lulusan SMK program 3 tahun memiliki 
keunggulan dalam aspek kerjasama sesama siswa, sedang aspek 
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etika/moral dan tanggungjawab lulusan SMK program 4 tahun maupun 3 
tahun berada pada tingkat yang setara, yaitu pada kategori baik. 
4. Guru SMK 4 tahun memiliki keunggulan dalam membimbing siswa, 
menghasilkan bahan ajar, mengembangkan bengkel, dan membangun 
kerjasama dengan DU/DI.  
5. Kondisi sarana dan prasarana SMK 4 tahun dinyatakan 80% masuk dalam 
kategori baik dan 20% masuk dalam kategori cukup baik dengan jumlah 
kebutuhan 75% masuk dalam kategori cukup. Kondisi sarana dan 
prasarana SMK 3 tahun dinyatakan 60% masuk dalam kategori baik, 20% 
masuk dalam kategori cukup baik, dan 20% masuk dalam kategori kurang 
baik dengan jumlah kebutuhan yaitu 80% masuk dalam kategori cukup.  
6. Kompotensi lulusan SMK 4 tahun lebih unggul daripada SMK 3 tahun 
karena SMK 4 tahun disiapkan mengembangkan keterampilan selama 4 
tahun sehingga kompetensinya lebih terampil. 
7. Pembiayaan SMK 4 tahun ditopang oleh pemerintah daerah dan alumni, 
sedangkan SMK 3 tahun hanya dibiayai oleh siswa.  
8. Dampak program SMK 4 tahun lebih efektif dari pada SMK 3 tahun 
dilihat dari lama masa tunggu dan jumlah lulusan yang bekerja. Selain itu 
penghasilan lulusan SMK 4 tahun cenderung lebih tinggi daripada lulusan 
SMK 3 tahun. 
9. Kepuasan kerja lulusan SMK program 4 tahun lebih baik daripada lulusan 





Berdasarkan simpulan penelitian maka diajukan rekomendasi sebagai berikut. 
 
1. Perlu dibedakan struktur kurikulum SMK 4 tahun dan SMK 3 tahun 
dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
dan jabatan di dunia kerja. 
2. Program praktik industri SMK 4 tahun supaya dikembangkan secara 
sistematik sesuai tahapan waktu praktik, efektif, dan efisien dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya agar hasilnya optimal.  
3. Perlu dilakukan evaluasi bersama pihak sekolah dan industri dalam 
pelaksanaan praktik industri untuk mendapatkan pola praktik industri yang 
lebih efektif dan efisien. 
4. Kualifikasi kompetensi lulusan SMK 4 tahun lebih baik daripada lulusan 
SMK 3 tahun sehingga pengakuan dan penghargaan terhadap lulusan 
SMK 4 tahun sebaiknya diberikan lebih baik dari lulusan SMK 3 tahun. 
5. Sebaiknya lulusan SMK program 4 tahun tetap dapat menjalin kerjasama 
dengan rekan kerja yang lain, meskipun sudah memiliki kompetensi 
memadahi atau lebih baik daripada lulusan SMK program 3 tahun. 
6. Sebaiknya guru SMK 4 tahun dan SMK 3 tahun selalu mengikuti 
perkembangan teknologi dengan mengikuti program magang di industri 
secara periodik. 
7. Keunggulan program SMK 4 tahun yang mencakup perawatan sarana dan 
prasarana, masa tunggu, kompetensi lulusan, dan partisipasi alumni dalam 
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